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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau vang disingkat
dengan BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. BPBD Kabupaten
Lamandau merupakan lembaga teknmis daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau serta dipimpmn oleh Kepala Badan
vang secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh unsur pengarah
dan unsur pelaksana.

Kabupaten Lamandau memiliki potensi bencana. selain disebabkan oleh
aktifitas alam juga disebabkan oleh manusia (non alam) seperti konfhik social.
epidemic wabah penvakit. kebakaran bangunan dan lain-lain. Dant identifikasi
data, diperoleh potensi bencana yang ada di kabupaten Lamandau adalah sebagai
berikut:

a. Kebakaran

b. Banjir

¢. Tanah Longsor

d. Angin Topan /Puting Beliung
e. Konflik Sosial

f. Kecelakaan Transportasi

g. Wabah
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Kabupaten Lamandau secara geografis terletak pada 1°9 s/d 3°36 Lintang
Selatan dan 110°25 s‘d 112°50 Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Lamandau
mencapai 6.414 Km? Dengan jumlah Pendudukan Kabupaten Lamandau yaitu

17.499 orang.

Y0 an F11ey P 11 1o
A L 3 i
i !
1
i
184 [
u i
!
‘
). i
) ; Wi snanwa: A
¢
U P
;
>
Vi wssred
B e v
i
1
;
H
i
i
e 58 + )
)
i
s T SR
; ;
i
!
<
LEGEN D= i
11 RECT0 ERTHT M OMRNITRL ‘
iy R BURLTEN RTINS i
O hElaMrTsn e |
® Tem :
Btk - GUrana i !
- 4 :
T S S i i i
i i
-
t r . t
RIS BRO 1 ar toras

Gambar 4. 1. Peta Kabupaten Lamandau
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Daerah di Kabupaten Lamandau secara umum beriklim tropis. vang
dipengaruhi  oleh musim  kemarawkering dan  musim  hwan  Nlusim
kemarau kering jatuh pada bulan Juni sampai dengan September pada bulan ini
sering terjadi bencana kebakaran vang berdampak pada rusaknva hatan dan polusi
asap vyang mengganggu pernapasan. Pada musim kemarau masvarakar sering
melakukan pembakaran hutan vang tujuannya untuk pembukaan lahan untuk
berladang tetapi dalam pelaksanaannva sering tidak diawasi sehingga Kebakaran
lahan semakin meluas menyebabkan kebakaran hutan vang tidak terkontrol.

Secara administratif Kabupaten Lamandau mempunvai batas-batas wilayah
sebagai benkut :

Sebelah Utara . Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi
Kalimantan Barat dan Kecamatan Seruvan Hulu
Kabupaten Seruvan. Arut Utara Kabupaten Kotawaringin
Barat.

Sebelah Timur . Berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara Kabupaten
Kotawarmgin Barat.

Sebelah Selatan ;' Berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan Kabupaien
Kotawaringin  Barat dan Kecamatan Balai Riam
Kabupaten Sukamara.

Sebelah Barat . Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi

Kalimantan Barat.
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Gambar 4. 2. Luas Wilayah (ki) Tiap Kecamatan di Kabupaten Lamandau
Tahun 2012

Tabel 4.1.
Luas Daerah dan Persentase Luas Terhadap Kabupaten
Menurut Kecamatan Tahun 2012

Persentase Luas

No Kecamatan ‘ Luas j

; 5 “ : TerhadapKabupaten
1 ‘ 2 | 3 | 1
T Bulik 66555 1038
2 Bulik Timur | 107472 1676
b3 Sematu Jaya 86.85 135
3 Menthobi Raya 62088 | 9,68{
5 { Lamandau 1 1.333.00 * 2().78{i
6 Belantikan Raya 1.263.00 1969
7 Batang Kawa P 685.00 10,59
8 Delang R 68500 1059
LAMANDAU ' 6.414,00 ‘ 100,00 |

S S S A
Sumber / Source ; Badan Pusat StatustikKab. Lamandau
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Tabel 4.2,
Nama-nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan Banyaknya Desa /
Kelurahan di Kabupaten Lamandau Tahun 2012

j ; . Nama Ibu Kota

- No Kecamatan ; . Desa | Kelurahan
' Kecamatan |
i 2 3 4 5 |
1 Bulik Nanga Bulik [ 11 { ] ‘
2 Bulik Timur ‘ Merambang ‘L 12 JL
3 ]‘f Sematu Java ‘ Purworejo ] 7
t 4 | Menthobi Raya Melata ;[ 11
T 5 Lamandau Tapi n Bini l 9 I
r 6 Belantikan Raya Bavat E 12
' 7 Batang Kawa i Kinipan 9
L 8 | Delang ; Kudangan 9 ‘ |
) Jumlah/total 80 3

Sumber / Source : Badan Pusat Statistik Kab. Lamandau

Tabel 4.3.
Banyaknya Bencana Alam di Kabupaten Lamandau Menurut
Peristiwa Tahun 2012

Peristiwa

- No | Kecamatan | Perahu ' Keba 3 L Tanah = Angin :Disambar.
1 , tenggelam ' karan Banpir : Longsor Puyuh = Petir
1 2 T R A
T Bulik O 0 o T 0 0

2 | Bulik Timur 0 0 0 0 ; 0 0

3 Sematu Jaya 0 o 1 0 0 0

4 | Menthobi Raya R

5 Lamandau 0 0 . 0 1 0 0

6 Belantikan Raya E 0 ‘ 1 41 0 | 0 1 1 0

7 | BatangKawa =~ 0 1 0 0 o 0
. 8 Delang l 0 0 ' 0 0 0
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3 Peristiwa
: No | Kecamatan Perahu Keba ‘ -~ Tanah Angin  Disambar
‘ tenggelam karan Banjh Longsor - Puyuh Petir |
1 2 T3 Y s e 8
Jumlahiotal 0 8 > 1 00
Tahun2011 1 5 0 0 . o0 0
Tahun2000 0 | N
Tahun2000 0 4 50 0 0

Sumber / Source : Badan Penanggulangan Bencana Alam Kab. Lamandau

Tabel 4.4.
Banyaknya Korban Bencana Alam dan Kerugian di
Kabupaten Lamandau Menurut Peristiwa Tahun 2012

| ; Peristiwa f - Taksiran |
e : | = ‘ \ - Yang .
' No | Kecamatan ‘ 3 o : - kerugian |

‘ . Meninggal ' menderita | jumlah | dibantu i

1 | 2 3 | 4

5 6 7
1 Bulik 0 4 4 4 286.727 |
2 Bulik Timur 0 0 0 0 0
3 Sematu Java 0 0 0 0 0 ;
; 4 Menthobi Raya 0 4 4 4 03292 |
-5 Lamandau 0 0 0 0 0
6 Belantikan Raya 0 2 2 2 36.202
7 Batang Kawa 0 1 ] ‘, ] 44.713 |
8 Delang 0 0 0 ‘ 0 0 |
| Jumlah/total 0 11 11 11 480.934
Tahun 2011 3 0 0 | 0 1
! Tahun 2010 1 ‘, 140 14l 0 I
Tahun 2009 0 12 12 0 : 0
Tahun 2008 0 0 0 0 : 0

Sumber / Source : Badan Penanggulangan Bencana Alam Kab. Lamandau
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B. HASIL

Pada bagian i akan disajikan hasil analisis vang merupakan jawaban epiris
dari pertanyaan hasil wawancara sesuai dengan kutipan dan transkrip wawancara
yang dilampirkan, didukung kajian berbagai dokumen dan konsep imiementasi
kebijakan. Pada bagian ini dijabarkan beberapa fokus pembahasan berdasarkan 4
(empat) faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi,
yakni komunikasi, sumber dava, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur
organisasi, Empat faktor tersebut menjadi knteria penting dalam implementasi
suatu kebijakan. Mengacu pada empat faktor tersebut :
1. Komunikasi

Pelaksanaan kegiatan pada BPBD mengarah kepada renstra vang mana
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2011-2013 merupakan implementasi dan penjabaran dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Tahun 2011-2013.
vang menggambarkan visi, mist, tujuan. sasaran. strategi. arah kebijakan, program
dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lamandau dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang
memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan
vang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana
kerja tahunan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting vang mempengaruhi
implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.
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Pelaksanaan kegiatan pada BPBD mengarah kepada renstra vang mana
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2011-2013 merupakan implementasi dan penjabaran darn
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Tahun 2011-2013,
vang menggambarkan visi, mist, tujuan, sasaran, strategl, arah kebijakan, program
dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten
Lamandau dalam renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang
memuat kondist, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan
vang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana
kerja tahunan mulal tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Sebagai pedoman dan arah pelaksanaan kebijakan vang diambil oleh
Pemerintah Kabupaten Lamandau renstra merupakan salah satu alat komuikasi
vang digunakan untuk menggambarkan arah kebijakan pelaksanaan kebijakan
BPBD Kabupaten Lamandau selama 5 (hma) tahun, vang mana pelaksanaan
kegiatan tersebut diawasi oleh pemerintah pusat. pemerintah provinsi. pemerintah
kabupaten dan juga masvarakat.

Salah satu cara BPBD Kabupaten Lamandau mempersiapkan masyarakat
dalam menghadapt bencana di Kabupaten Lamandau adalah dengan
ailaksanakannya pelatihan —pelatihan dan sosialisasi-sosialisasi.

Edward 11l dalam Leo (2012) mengemukakan terdapat tiga indikator yang
dapat digunakan dalam wmengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut
yaitu:

1) Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu

implementasi vang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran
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komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) vang disebabkan

banvaknva tingkatan birokrasi vang harus difalui dalam proses komunikasi,

sehingga apa vang diharapkan terdirtorst di tengah jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana pada perencanaan dan
pengendahian program (narasumber X) dengan pertanyaan @ Bagaimanakah
hubungan kerjasama dengan SKPD lain dalam melaksanakan kerjasama dalam
penanggulangan bencana ?

Menurut narasumber X bahwa : “BPBD Kabupaten Lamandau dalam
melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana juga berkoordinasi
dengan SKPD yang berkaitan dengan bencana vang terjadi misalkan bencana
banjir Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau
memberikan bantuan berupa bantuan makanan kepada masvarakat™.

Kapan penelitt menunjukan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan
kebijakan tidak hanva ditentukan oleh kualitas dan skiil oleh aparatur, diithat dari
data pegawal vang ada di Kabupaten Lamandau dapat dianalisis bahwa soal
kualitas dan keterampilan ijuga telah dimiliki oleh sejumlah aparatur sebagai

pelaksana kebijakan. akan tetapt kurangnya pelimpahan kewenangan vang nyata,

kemauan serta moral dari para aparatur dalam melaksanakan kebijakan.

2) Kejelasan. Komunikasi vang diterima oleh pelaksana kebijakan (sireer-level-
bureaucrats) harus  jelas dan  tidak  membingungkan atau tidak
ambigu/mendua.

Menurut pendapat Danie! Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino

{2012), mendetinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanva dalam bentuk undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan
eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan
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tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara

tegas

v Avanans

tra1 . . .
tujt vaing ingin  aicapai  aai
E =

djuan a

menstrukturkan atau mengatur proses implementasinva’

Hal 1ni terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada BPBD mengarah kepada
renstra yang mana Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011-2013 merupakan implementasi dan
penjabaran dart Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJIMD)
Tahun 2011-2013, yang menggambarkan visi, misi. tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program dan kegiatan Penyvelenggaraan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lamandau dalam renstra dijabarkan potret dan rencana
pembangunan vang memuat kondisi. masalah, penentu keberhasilan dan indikasi
program kegiatan vang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan
dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahurn 2014 sampai dengan tahun
2018.

Sebagai pedoman dan arah pelaksanaan Kebijakan vang diambil oleh
Pemerintah Kabupaten Lamandau renstra merupakan salah satu alat komunikasi
vang digunakan untuk menggambarkan arah kebijakan pelaksanaan kebijakan
BPBD Kabupaten lamandau selama 5 (lima) tahun. vang mana pelaksanaan
kegiatan tersebut diawasi oleh pemerintah pusat. pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten dan juga masyarakat.

Dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dilihat darn rencana
strategis BPBD Kabupaten Lamandau. Dimana program-program selama 5 (lima)
tahur untuk kemajuan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah di

Kabupaten Lamandau programkan. Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran
2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 4.11.
Pelaksanaan kegiatan pada BPBD Kabupaten Lamandau berdasarkan Datftar

Penggunaan Anggaran (DPA) sehingga pelaksanaan kegiatan sudah terstruktur,

3) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi
harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang
diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi
pelaksana di lapangan.

Hal konsistensi terkait dengan pembahasan diatas vyaitu pelaksanaan
komunikasi sudah berdasarkan pada Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) BPBD
Kabupaten Lamandau.

Dalam pelaksanaan komunikasi BPBD Kabupaten Lamandau melakukan
sosialisasi-sosialisasi kegiatan vang ditujukan kepada masvarakat sosialisas
tentang kebencanaan telah dilaksanakan disetiap saat apabila ada kesempatan
contoh : pada saat musrenbang kecamatan, pada saat imonev pasca bencana dan
pada saat monev daerah rawan bencana).

Dan terdapat beberapa pelatihan vang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten
Lamandau dalam menjalankan fungsinva, vaitu :

1. Diklatsar Pemadam Kebakaran di UPT Damkar DKI Jakarta.

1o

Diklat manajemen Penanggulangan Bencana.

3. Simulasi operasional peralatan Penanggulangan Bencana.
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Dalam pemerintahan daerah pelaksanaan kegiatan berdasarkan penjabaran visi

dan misi SKPD :

a Visi

Perumusan visi dan mis1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lamandau tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta
kedudukan, fungsi dan tugas pokok vang telah diuraikan :

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka visi vang diemban oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau adalah
“lerselenggaranya Pencegahan Bencana Berlandaskan llmu Pengetahuan dun
[eknologi Sertu Penanggulangan  Bencana yang  Tanggap, Cepat, Tepai, sertu
Mewujudkan Kabupaten Lamandau yang Aman, Nvaman dan Sehat Melalu
Pemberduvaan Kemiiraan dengan Masyarakar ™.

b. Misi

Berdasarkan visi tersebut. maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, misi
vang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lamandau adalah sesuatu vang harus diemban atau dilaksanakan cleh suatu
organisasi sebagai upava pencapaian vist vang telah ditetapkan. Adanva
pernvataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang
berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta
peran suatu organisasi dalam penvelenggaraan tugas dan fungsinva. Oleh sebab
itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Misi Badan Penangguiangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

adalah sebagai berikut
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1) Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) untuk

menunjang penguasaan teknologi dan rekavasa di bidang penanggulangan

bencana.

2) Menetapkan  standar,  kebutuhan. dan  prosedur  penvelenggaraan
penangguiangan bencana.

3) Mengembangkan pemantaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan,

peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
4) Menvelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu.

terkoordinasi, dan menyeluruh.

h

Memenuhi hak masvarakat dan pengungsi vang terkena bencana secara adil
dan sesual dengan standar pelavanan minimum. serta melaksanakan
pemulihan kondisi dari dampak bencana.

6) Mengembangkan, meningkatkan dan Menggalang kemitraan dengan
masyvarakat di bidang tanggap darurat. rehabilitast dan rekonstruksi akibat
bencana.

c. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau vang

dijabarkan dari nmsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Lamandau adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masvarakat) yang menguasai

teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana.

a) Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, vaitu antara lain :

(1) Lancarnya administrasi perkantoran.

(2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
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(3) Meningkatnva penguasaan teknologi dan rekavasa penanggulangan
bencana.
b) Untuk mencapar tujuan dan sasaran. dilakukan dengan strategi -
(1) Peningkatan keterpaduan program dan anggaran.
(2) Peningkatan sarana dan prasarana.
(3) Optimahisasi pendidikan, pelatihan, bimtek serta sosialisasi perundang-
undangan.
¢) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan :
(1) Keterpaduan program dan anggaran.
(2) Melengkapi sarana dan prasarana.

(3) Peningkatan kesempatan pendidikan, pelatihan dan bimtek serta

soslalisast perundang-undangan.

2) Terwujudnva  standar.  kebutuhan. dan  prosedur  penvelenggaraan
penanggulangan bencana.
a) Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, vaitu antara lain
(1) Koordinasi penvusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan
bencana, diklat dan penataan ruang.
(2) Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi
ancaman dan resiko bencana.
(3) Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
b) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi :

(1) Peningkatan standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
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(2) Mewujudkan standar dan prosedur penvelenggaraan penanggulangan
bencana

(3) Penvusunan informasi dacrah rawan bencana yvang mudah diakses oleh
masyarakat

T . - 1.io

¢) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan
(1) Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2) Protap penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penvelenggaraan

penanggulangan bencana.

(3) Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana.

3) Pemanfaatan teknologi pencegahan. Kesiapsiagaan, peringatan dini dan
mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
a) Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, vaitu antara lain :
(1) Penerapan teknologi pencegahan dan  kesiapsiagaan menghadap
bencana.
(2) Meningkatnva Kkesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha
dalam menghadapi bencana.
(3) Perningatan dini, mitigasi dan gladi/simulasi.
b) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi :
(1) Mengimplementasikan  teknologi  pencegahan dan kesiapsiagaan
menghadapi bencana.
(2) Optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam

menghadapi bencana.
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(3) Optimalisasi  pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi
bencana.
c) Untuk mencapai tujuan dan sasaran. dilakukan dengan kebijakan -
(1) Penetapan rencana penvelenggaraan penanggulangan bencana.
(2) Peningkatan  dan  pengembangan  kesadaran  dan kestapsiagaan
masyarakat.

(3) Pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi’simulasi bencana.

4) Terselenggaranva penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi dan menveluruh.
a) Tujuan im dijabarkan kedalam beberapa sasaran, vaitu antara lain :
(1) Pengkajan, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana.
(2) Pengerahan peralatan. pemberian bantuan dan logistik.
(3) Penvelamatan. evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.
b) Untuk mencapai tujuan dan sasaran. dilakukan dengan strategi :
(1) Peningkatan pelaksanaan pengkajian dan penentuan status darurat
bencana.
(2) Optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan harta benda.
(3) Optimahsasi  pemenuhan  kebutuhan dasar, perlindungan dan
pengurusan pengungsi.
¢) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan :
(1) Pengkajian dan penentuan status darurat bencana.
(2) Penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda.

(3) Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi.
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(4) Penvelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana.

5) Menangani pengungsi secara adil (sesuai dengan standar pelayanan minimum)
serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
a) Tujuan im dijabarkan ke daiam beberapa sasaran, vaitu antara iain :
(1) Penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian
akibat bencana.
(2) Pemberian bantuan darurat kemanusiaan.
(3) Perbaikan darurat bencana.
b) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi :
(1) Peningkatan akurasi penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
(2) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana tepat sasaran.
(3) Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
¢) Untuk mencapal tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan :
(1) Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
(2) Penetapan prioritas kegiatan rehabiiitasi dan rekonstruksi.

(3) Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

6) Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang
tanggap darurat. rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.
a) Tujuan i dijabarkan kedalam beberapa sasaran, vaitu antara lain :
(1) Penvaluran dana bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi.
(2) Evakuasi dan relokasi korban bencana.

(3) Perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana.
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(4) Penyaluran bantuan dan sumbangan bencana.
b) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi
(1) Peningkatan keterlibatan dan pemberdavaan masyarakat.
(2) Melestarikan karakter daerah dan budava termasuk kearifan lokal.
(3) Optimaiisasi peran seria masvarakat dalam kegiatan rehabiiitasi dan
rekonstruksi.
c) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan :
(1) Melibatkan dan memberdayakan masvarakat.
(2) Mempertahankan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan lokal.
(3) Menjadikan kegiatan rehab dan rekon sebagai gerakan masvarakat

(korban dan pelaku aktif).

2. Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan organisasi khususnva vang tertuang dalam renstra
BPBD dirasa belum mencapal harapan vang dunginkan. meskipun dalam
perumusannya telah cermat, jelas dan konsisten. tetapi terdapat kendala ditingkat
aparatur pelaksana yang tidak memiliki sumber-sumber vang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan.

Realita menunjukkan bahwa masith adanya kekurangan sumber-sumber
penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di Pemerintahan Daerah
Kabupaten Lamandau, vang menjadi penghambat suatu kebijakan ditingkat
masyarakat, sumber-sumber penting meliputi aparatur yang memadal seita

keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi, meskipun
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adanya kerjasama tugas dan wewenang untuk menjabarkan program-program
BPBD.

Menurut Edward II1 dalam Leo (2012), sumber dava merupakan hal penting
dalam 1mplementasi kebijakan vang baik. Indikator-indikator vang digunakan
untuk meiihat sejauh mana sumber daya mempengaruh impiementas: kebijakan
terdiri dart:

I} Stat. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau
pegawai (street-level burcaucrats).

Salah satu misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lamandau huruf 1 adalah meningkatkan kemampuan SDM (aparatur dan
masvarakat) untuk menunjang penguasaan teknologi dan rekayasa di bidang
penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitasi dan
rekontruks: (narasumber 1X) dengan pertanvaan : Menurut bapak sudah idealkan
Sumber Dava Manusia (SDM) pada BPBD Kabupaten Lamandau ?

Menurut narasumber IX bahwa : “SDM pada BPBD masth kurang
dikarenakan SDM vang ada masih banvak vang tidak terampil dalam penggunaan
teknologi dan kurang pahamnva akan tupoksi masing-masing™ dan “kurangnva
jumlah SDM vang terampil dan mengerti benar akan tugasnva. Sarpras yang
masih belum lengkap dan mendukung, jabatan-jabatan vang masih kosong™.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plh. Sekretaris BPBD (narasumber 11)
dengan pertanvaan : Menurut bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan
penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau ?

Menurut narasumber [l vyang menjadi kendala dalam pelaksanaan
penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau yaitu ‘“masith belum
berubahnva cara berpikir tingkat eksekutif bahwa saat ini bencana bukan dihadapi

hanya pada saat kejadian, tetapi prinsip kebencanaan saat ini adalah bagaimana
meminimalkan kerusakan akibat bencana sebelum bencana terjadi, sarana dan
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prasarana vang kurang mendukung, tidak lengkap dan dalam kondisi kurang baik
N 1 1 an ok N

&
certa SDM vang lturang teram

SN LR WS arsiva

Dalam wawancara dengan narasumber X dan narasumber Il diperoleh
informasi bahwa SDM pada BPBD masih kurang dikarenakan SDM vang ada
masih banvak yang tidak terampil daiam penggunaan teknoiogi dan kurang
pahamnya akan tupoksi masing-masing dan kurang pemahaman atau masih belum
berubahnva cara berpikir tingkat eksekutif bahwa saat ini bencana bukan
dihadapi hanya pada saat kejadian, tetapt prinsip kebencanaan saat im adalah
bagaimana meminimalkan kerusakan akibat bencana sebelum bencana terjadi. Hal
ini  membuktikan tentang pentingnya BPBD dibentuk. Tetapr kurangnva
pemahaman vang ada di tingkat atas tentang pentingnya BPBD dan tentang
besarnva resiko bencana dan cara memimmalisir bencana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Svaiful Anwar Djamil (2002) berpendapat bahwa
“Terdapat Pengaruh positit antara variabel Kualitas Sumber Dayva Manusia
Aparatur Pemerintah Daerah denzan variabel Efektivitas Pelaksanaan Otonomi
Daerah. Hal ini terbukti bahwa variabel Kualitas Sumber Dava Manusia Aparatur
Pemerintah Daerah tepat mempengaruhi peningkatan Efektivitas Pelaksanaan
Otonomi Daerah. Dari hasil penelitian kontribusi vang diberitkan oleh variabel
Kualitas Sumber Dava Manusia Aparatur Pemerintah Daerah terhadap variabel
terikatnva Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebesar 71.5%.”

Dari penelitian terdahulu oleh Syatful Anwar Djamil (2002) dengan penelitian

vang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Dava Manusia Aparatur Pemerintah
Daerah dan Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi
Daerah (Study di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim),
disebutkan bahwa dengan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah
daerah tepat mempengaruhi peningkatan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.

Sehingga dengan masih banyaknya jabatan yang kosong pada BPBD

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/§g§957.pdf

mengakibatkan kurang efektivitas pelaksanaan otonomi daerah khususnva

pelaksanaan kegiatan/pelayanan pada BPBD.

2) Informasi. Dalam implementast kebijakan. informasi mempunyai dua bentuk
vaitu: pertama, informasi vang berhubungan dengan cara melaksanakan
kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dan para peiaksana
terhadap peraturan dan regulasi pemerintah vang telah ditetapkan.

Pertama, settap PNS pada BPBD Kabupaten Lamandau bekerja berdasarkan
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. Kedua,
data kepatuhan dart para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemernintah
vang telah ditetapkan BPBD Kabunaten Lamandau masih belum sesuar hal ini
dapat dilihat pada laporan Standar Pelavanan Minimal (SPM) Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri Semester I Tahun 2014, masih banvak program
pemerintah pusat masth belum diterapkan pada BPBD Kabupaten Lamandau.
Sehingga capaian SPM bidang pemerintahan dalam negeri masih rendah.

3) Wewenang. Pada umumnva kewenangan harus bersifat formal agar perintah
dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau
legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan
secara politik. Ketika wewenang tidak ada. maka kekuatan para implementor
di mata publik tidak dilegitimasi. sehingga dapat menggagalkan implementasi
kebijakan publik. Tetapt dalam konteks vang lain, ketika wewenang formal
tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan.
Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi

kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang
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diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau

kelompoknya.

4} Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi
kebijakan. Implementor mungkin mempunyvai staf vang mencukupi. kapabel
dan kompeten, tetapi tanpa adanva fasiiitas pendukung (sarana dan prasarana)
maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana pada Perencanaan dan
Pengendalian Program (narasumber I) dengan Pertanyaan : Menurut Bapak apa
vang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten
I.amandau ?

Menurut narasumber 1 vang menjadi kendala dalam pelaksanaan
Penanggulangan Bencana di Kabupaten lLamandau vaitu “Kurangnva SDM.
kurang kompak elemen lembaga terkait dan peralatan vang tidak memadai untuk
menunjang kegiatan vang ada™.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekontruksi (narasumber IX) dengan Fertanyvaan : Menurut Bapak program
apasajakah yang harus dibuat oleh BPBD Kabupaten Lamandau yang belum
tercover pada kegiatan di BPBD ?

Menurut Narasumber IX bahwa @ “Yang belum tercover pada BPBD
Kabupaten Lamandau kegiatannva : Pembangunan workshop, Pelaksanaan
Pelatthan DALA (Damage & losses assessment), pelatthan TRC, Pengadaan
Damkar Mini, pembangunan Gudang Logistik dan Pelatithan/Demo Penanganan
Bencana Banjir dan Kebakaran™.

Menanggapi banyaknya kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang
kegiatan BPBD Kabupaten Lamandau diharapkan perhatian dari Eksekutit dan

Legislatif Kabupaten Lamandau dalam penganggaran pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Lamandau. Hal ini tidak sejalan dengan
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salah satu tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan BPBD Kabupaten Lamandau

yaitu Meningkatnva sarana dan prasarana aparatur.

a. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten [.amandau
didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai. terdiri dari 21(dua puluh satu)
orang Pegawai Negeri Sipil atau 64.63% dan 12 (dua belas) orang Tenaga Harian
Lepas atau 35,37%. Kondisi kepegawaian BPBD Kabupaten Lamandau sampai
dengan April 2014 selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Kondisi dan Kualifikasi Pegawai

I I
|

i |
!

: Tahun (Jumlah)
" No | Uraian ‘ ‘ |
. 2011 . 2012 2013 2014
I 2 30 4 s 6
: | Kualifikasi “
berdasarkan :
1. ! Tingkat Pendidikan : j
o SMP E - - | - -
o SMU 6 13 0 12 12
Lo D3 3 33 3
¢ Sl 10 6 6 6
% c S2 - - - -
' 2. | Masa Kerja : |
! o 0- 3 Tahun 2 2 2 2
‘ ¢ 5-10 Tabun 6 14 15 15
o 10— 15 Tahun I I I
.| © 15-20Tahun - - -
! o >20 Tahun 4 : 5 4 o4
| | : ‘
3. | Usia: ‘
o 18 ~30 Tahun 4 6 3 3
o 30 -40 Tahun 4 10 4 1 14 :
o 40— 50 Tahun 1 2 > L2
o >50 Tahun 4 4 3000 3
4. |Jenis Kelamin: | s
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w | Tahun (Jumlah)
- No Uralan : ‘ _
| - 2011 c 20012 ¢ 2013 2014
1 ! T :
. 2 3456
. o Laki-laki 9 17 . 18 18
| o Perempuan -
| |
5 { Golongan : | , ‘
sV 2 2 2 2
| o 1 5 6 6 6
ool 6 13 14 4
‘ 6. 1 Eseloning: |
e - . : -
oo b 1 ]
Lo 1 2 4 3 3
o 1V 22 2 2
- o Non Eselon| 8 15 6 6
‘ (Pelaksana) ;
| | i
7 [ Pendidikan dan Pelatihan |
| - Kepemimpinan - - - -
' o Diklatpim II 2 3 3 3
. o Diklatpim 11 3 - ‘ 1 1 1
- o Diklatpim IV I : 1 ‘; -
¢ ADUM | |
“ i i

Dattar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada

Tabel 4.6.
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Tabel 4.6
Naftar nminatif Pagawuar Nagor Cinil dan Tanogo a an I anac
A7ciiieil L YULIIRLikQLA) l\,su"lll PR B JLIpFAN I ‘\-lllls‘l 18431 1At LA\—ll(l)
Berdasarkan Golongan Ruang
(Per April 2014)
| e we e . " To
Unit Kerja di Lingkungan BPBD Kabupaten Lamandau cal
: ; a
Status Gol/ e Kenala . Bidang Bid  Bidang
~ : } ‘ 3 g | !
No . ) Rua | P pa - Pencegaha v] ang ~ Rehabilit |
. Kepegawaian ~ala Pelaks | Sekre Kedarur | . 1
1 ng . i ndan asidan |
1 | Bada ! ana taris | ., | atan dan | i
1 - Kesiapsiag .... | Rekonstr
n Badan : Logitik | . :
? aan - uksi !
1 2 3 4 15 6 7 8 9 10
A i PNS | 3
| | , | ]
' Pembina Utama : } ‘
: Ve o - 1 - - - -
| - Muda i !
> Pembina TKI | Vb - : : : A 0
3. Pembina CIVa - - - - | I - I
4 Penata Tkl CILd - - - I . 1 2
5. Penata [lie =~ - - P - - - 0
6. PenataMuda TkI  HIb - - 1 S P
7. Penata Muda Tilka - 1 - T : !
§  pPengatur Tki  Ibd | - T - . T T 1
" Pengatur Muda * ! | 10 |
| i - - 4 5 ! i -
9. Tkl | :
10. | Pengatur Muda [l/a - - - “ ] - \ - o
1. {Juru Tkl - - - - - - 10
12, Juru I/c - - - - - - 0 4
| .
13. | Juru Muda Tk. I v - - - - - - 0
[4. ' Juru Muda I/a - - - - - - 0
B | THL - - \ i 7 7 s R
. TOTAL - 0 | 1 12 14 3, 3 03B
| | ! h
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b. Sumber Dava Infrastuktur
BPBD Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan tugasnva di dukung
sarana dan prasarana vang disajikan dalam Tabel 4.7. berikut:
Tabel 4.7.

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah

1 2 | 3
1 Peralatan Komputer Mainframe lain-lain (PC) | 4 unit
2 Personal Kompoter (Laptop) ; S unit
3 Printer 7 unit

‘ 4 | Instalasi (Pengadaan Instalasi Telepon/Fax) ] set

L 5 Penyambungan Telepon 1 buah

h 6 | Penyambungan Speedy ; 1 buah
7 Kabel Drop Were 1 buah
8§ POE 1 1 buah
9 Kabel UPT 1 buah

! 10 ‘ Instalasi Telepon/Fax f 1 buah

| 11 : Wireless ] buah

} 12 i Gorden 1 paket

| 13 3 Modem I buah
4| Bangunan Gedung Kantor I unit

15 Bangunan Tempat Kerja lain-fain ' T unit *

[ 16 Water Treatment (portable/1 set) 1 unit
17 Truck (mobil dapur) 1 unit .
18 | Pick Up (mobil diesel double cabin) ‘; 1 unit
19 Pick Up (mobil rescue HT) ‘ 1 untt |
20 Sepeda Motor % 2 untt r
21 Alat Angkut Penumpang 1 unit ‘
22 Perahu Penumpang { 1 unit |
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- Nomor ! Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
‘, 1 }, 2 - B 3 o
23 Alat Ukur Lainnva 1 unit
24 Mesin Tik Manual Standar (14-16) 1 unit
25 “Lemari Besi 3 unit ;
| 26 | Filling Besi/Baja (filling kabinet 4 laci) 9 buah “ﬁ*
5 27 Peti Uang (brangkas) 1 buah
| 28 Lemari Kavu (lemar buku) 6 buah
29 Kasur (velbed 10 set) I unit
.30 Tenda Kerucut 1 unit
‘ 31 ; Tenda (tenda posko) 2 unit
’ 32 | Tenda (tenda pleton) 3 unit
33 | Tenda (tenda regu) | 4 unit
34 x Tenda (tenda keluarga) | 5 unit
| 35 ‘ Sota | set
.36 \ Dispenser | 3 buah
37 ‘ Handv Cam I buah
\ 38 ‘ Senter Lampu (lampu senter HID) I buah
739 | Disk Pack (4 dan 8 gb) 6 buah
40 | Hardisk | 2 buah
‘ 41 | Meja Kerja Esefon I, 111 dan IV | 7 buah .
42 Meja kerja Staf | 20 buah
43 Kursi Kerja Eselon 11, 1l dan IV 7 buah
44 | Kursi Kerja Staf | 20 buah
45 Camera Digital [ buah
46 Faximili I buah
47 Unit Transeiver SSB Portable (SSB 1 unit) I unit
48 | Alat Komunikasi Radio SSB (HT) a ~ lunit ;
49 Unit Transiever VHF Portable (RIG) 1 unit 1
% 50 Generator Set (genset 5 KVA/2 unit) I unit *
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c. Disposisi /Sikap Birokrasi
Pemerintah daerah dalam upaya untuk memberikan pelavanan vang optimal

serta mempercepat laju pembangunan daerah bagi kesejahteraan masvarakat.
masth diperhadapkan dengan Ketersediaan infrastruktur  pelavanan berupa
perkantoran dan fasiiitas lainnva, sehingga pembiavaan diperhadapkan pada
sejumlah kebutuhan jika kemampuan pengelolaan potensi dilakukan dengan baik
hal ini dapat diatasi.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward 111 dalam Leo (2012) mengenai
disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan
hambatan-hambatan yang nvata terhadap implementasi kebijakan bila
personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan vang diinginkan oleh
pejabat-pejabat vang lebih atas. Karena itu. pengangkatan dan pemilihan
personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang vang memiliki dedikasi
pada kebyjakan vang telah ditetapkan. lebih Khusus lagi pada kepentingan
warga masvarakat.

Seperti dijelaskan diatas pada faktor komunikasi vang mana masih terdapat 10
(sepuluh) jabatan yang masih kosong sehingga berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Lamandau (narasumber 1)
dengan Pertanyaan: Menurut Bapak sudah cukupkah Sumber Dava Manusia
(SDM) pada BPBD Kabupaten Lamandau ?

Menurut Narasumber | bahwa : Sangat kurang dan untuk sekarang ini kami
sama-sama / bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada™.

Salah satu cara BPBD dalam menyvikapi kekurangan int adalah dengan

menambah jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang dapat kita lihat pada tabel
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4.6. Daftar Nominatif Pegawait Negeri Sipil dan Tenaga Haran Lepas
Berdasarkan Golongan Ruang, dimana untuk PNS terdapat 21 (dua puluh satu)

orang dan ditambah 12 (dua belas) tenaga harian lepas.

2) Insentuif merupakan saiah-satu teknik vang disarankan untuk mengatasi
masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada
dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka
memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan
para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya
tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong vang membuat para
pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal im1 dilakukan sebagai upava
memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Pemberian insentif pada BPBD Kabupaten Lamandau berdasarkan peraturan
bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standar Biava Umum Dilingkup
Pemerintah Daerah Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2014

Dalam pelaksanaan kegiatan pada BPBD sudah terdapat honor tim kegaitan
sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan sudah ada anggaran untuk masing-
masing PNS. pembavaran honor sesual dengan jabatan didalam tim vang mana
penganggaran honor tersebut disesuai kan dengan Standar Biaya Umum.

Bentuk lain vang perlu dikembangkan pada BPBD Kabupaten Lamandau
adalah pengambilan keputusan vang efektif’ bergantung pada kreasi dari bidang-
bidang sebagai pelaksanaan operasional. Disisi lain ditingkatkannva kualitas

hubungan interpersonal (antar pribadi) dengan SKPD tertentu, yang
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menumbuhkan kepercavaan dan dukungan vang saling menunjang vang didukung
oleh keterampilan-keterampilan (Ski/ls) aparatur daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana pada Perencanaan dan
Pengendalian Program (narasumber X) dengan Pertanvaan : Bagaimanakan
hubungan kerjasama dengan SKPD lain daiam melaksanakan kerjasama dalam
penanggulangan bencana?

Menurut Narasumber X bahwa : “BPBD Kabupaten Lamandau dalam
melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana juga berkoordinasi
dengan SKPD yang berkaitan dengan bencana vang terjadi misalkan Bencana
banjir Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau
memberikan bantuan berupa bantuan makanan kepada masvarakat™.

Kajian penelitt menunjukan bahwa Keberhasilan dalam melaksanakan
kebijakan tidak hanva ditentukan oleh kualitas dan skill oleh aparatur. dilihat dar
data pegawal yang ada di Kabupaten Lamandau dapai dianahsis bahwa soai
kualitas dan keterampilan juga telah dimiliki oleh sejumlah aparatur sebagai
pelaksana kebrnjakan, akan tetapi kurangnva pelimpahan kewenangan vang nvata.
kemauan serta moral dari para aparatur dalam inelaksanakan kebijakan.

Dalam pengambilan kebijjakan cleh pemerintah daerah dilihat dari Rencana
Strategis BPBD Kabupaten Lamandau. Dumana program-program selama 5 (lima)
tahun untuk kemajuan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah di
Kabupaten Lamandau programkan. Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Tahun Anggaran2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana pada perencanaan dan

pengendalian program (narasumber 1) dengan pertanyaan : Menurut Bapak apa
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vang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten

Lamandau ?

Menurut  narasumber [ vang menjadi  kendala dalam pelaksanaan
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau vaitu = Kurangnva SDM,
kurang kompak elemen lembaga terkait dan peralatan yang tidak memadai untuk
menunjang kegiatan yang ada”

Berdasarkan wawancara dengan narasumber [ diperoleh beberapa kendala
vang mana kendala-kendala tersebut merupakan hal-hal yang bersifat fital, dalam
hal i dibutuhkan sikap dari pengambil keputusan‘kepala daerah untuk menvikapi
hal 1ni dimana perlu ditambahkannya sumber daya manusia pada BPBD
Kabupaten Lamandau, untuk ketidak kompakan lembaga terkait perlu disusunnva
Keputusan Rupati tentang tanggap siaga bencana vang terdin dan SKPD vang
berhubungan dengan tindaklanjut penanggulangan bencana vang mana keputusan
tersecbut bersitat mengikat dimana BPBD Kabupaten Lamandau sebagai
koordinator dan selalu berkoordinasi dengan kepala daerah dalam pengambilan
keputusan, perlu dilakukan inventarisasi kelengkapan BPBD sehingga diperoleh
kekurangan yang dibutuhkan dan dapat diajukan sebagai program pengadaan
tahun depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plh. Sekretaris BPBD (narasumber I1)
dengan Pertanyaan : Menurut Bapak apa yang menjadi kendala dalam
pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?

Menurut narasumber II vang menjadi kendala dalam pelaksanaan
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau vyattu “masih  belum
berubahnya cara berpikir tingkat eksekutif bahwa saat ini bencana bukan dihadapi
hanya pada saat kejadian, tetapi prinsip kebencanaan saat ini adalah bagaimana
meminimalkan kerusakan akibat bencana sebelum bencana terjadi. sarana dan

prasarana yang kurang mendukung, tidak lengkap dan dalam kondisi kurang baik
serta SDM yang kurang terampii dan mengerti akan tupoksinya”
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Dalam wawancara dengan narasumber Il diperoleh informasi bahwa kurang
pemahaman atau masth belum berubahnva cara berpikir tingkat eksekutif bahwa
saat inl bencana bukan dihadapi hanya pada saat kejadian, tetapt prinsip
kebencanaan saat ini adalah bagaimana meminimalkan kerusakan akibat bencana
sebelum bencana terjadi. Hal ini membuktikan tentang pentingnya BPBD
dibentuk. Tetapt kurangnya pemahaman vang ada di tingkat atas tentang
pentingnya BPBD dan tentang besarnya resiko bencana dan cara meminimalisir
bencana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plh. Sekretaris BPBD (narasumber 1)
dengan Pertanyaan : Apakah sudah dilaksanakan sosialisast tentang bencana alam
di tiap bagian ?

Hal ini dapat dilthat dengan hasil wawancara dengan narasumber I vaitu :
“Perlu dikorekst : BPBD tidak hanva menangani bencana vang diakibatkan oleh
alam tetapi juga non alam seperti : kerusuhan. kebakaran akibat kelalaian
manusia, wabah penyakit, perang antar sukuwetnis.

Luasnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BPBD Kabupaten

Lamandau merupakan salah sawu hal yang menvebabkan memang diperlukannya

BPBD di Kabupaten Lamandau.

Pelaksanaan kapasitas pelayanan BPBD Kabupaten Lamandau dapat di
katagorikan pada 6 (Enam) peran utama vang saling terkait, vaitu :
1) Sebagai Koordinator Usaha Penanggulangan Bencana Daerah;
2) Sebagai Pusat Komando Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah;
3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Penanggulangan Bencana Daerah:

4) Pelaksana Usaha Penanggulangan Bencana Daerah:
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5) Koordinator Perencanaan dan pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi
pembangunan daerah pasca bencana di semua bidang:
6) Penghimpunan data, informasi dan dokumentasi berkaitan pelaporan kejadian

bencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Keenam kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuratkan dan
dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis :
1) Sebagai Koordinator Usaha Penanggulangan Bencana Daerah;

BPBD Kabupaten Lamandau dalam usaha pelaksanaan penanggulangan
bencana tidak bisa lepas dari peran aktif Dinas/Badan/Instanti terkait, peran serta
masyarakat dan swasta yang ada di Kabupaten Lamandau. Oleh sebab itu dalam
usaha penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Lamandau senantiasa
melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi lainnya yang diperlukan
pada tahap pra bencana dan pasca bencana seperti Koordinasi Titik Api di daerah
Kabupaten lLamandau dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Lamandau.

2) Sebagai Pusat Komando Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah:
BPBD Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
melaksanakan peran sebagai pusat komando untuk mengerahkan sumber daya
manusia, peralatan, logistik dari Dinas/Badan/Instansi terkait serta langkah-
langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana dalam

pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
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3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Penanggulangan Bencana Daerah;
BPBD Kabupaten [amandau sebagai pusat penelitian dan pengembangan
usaha penanggulangan bencana melaksanakan kajian dan evaluasi data vang telah
dikumpulkan sebagai pedoman penyusunan usaha penanggulangan bencana,
penyusunan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana, penyusunan peta rawan bencana dan penvusunan prosedur tetap
penanggulangan bencana.
4) Pelaksana Usaha Penanggulangan Bencana Daerah,

Dalam Pelaksana Usaha Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten
Lamandau telah melaksanakan berbagar program secara terkordinasi dan
terintegrast dengan Dinas/Badan/Instansi lain di Kabupaten Lamandau guna
mengurangi terjadinya bencana di Kabupaten Lamandau antara lain memberikan
himbauan melalui Papan Informasi Kebencanaan dan Sosialisasi Pencegahan Dini
Bencana.

5) Koordinator Perencanaan dan pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi
pembangunan daerah pasca bencana di semua bidang;

BPBD Kabupaten Lamandau dalam perannya pada masa pasca bencana
melaksanakan pengumpulan data, informasi dan permasalahan untuk menyusus
program guna pemecahan masalah, serta melakukan pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan program untuk memulihkan dan membangun kembali secara
permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat
pemerintahan maupun masyarakat. Dan sasaran utamanya adalah tumbuh
kembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan

ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala
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aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana sampai ketingkat yang

memadai.

6) Penghimpunan data, informasi dan dokumentasi berkaitan pelaporan
kejadian bencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana;

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Lamandau
telah melakukan penghimpunan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan
laporan kejadian bencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana kepada Bupati Lamandau, BPBD Provinsi dan Badan Penanggulangan
Bencana Nasional sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam
keadaan darurat bencana.

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Lamandau
berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 6 (enam) tugas dan
fungsi utama diatas. berdasarkan indikator sasaranstarget serta anggaran dan
realisasi BPBD Kabupaten Lamandau periode 2011-2013 disajikan dalam Tabel

4.8. s.d. Tabel 4.10.
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Indikator T:”tryéétﬁ‘?";rgutiwe“l;s;ragl{PD Realisasi Capaian Rasio Capaian padajm
NO K?ﬁg::s:sal Tszggl\g/e[t Target KK In(llrkat Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke- | Catatan Analisis
) . , 3 212
Fungsi SKPD Lainnyg 2011) 2012 | 2013|2011 2012 | 2013 | 2011 12012 2013,
(1) (2) (3) 4) ) (e D ® O Ao Ay Az tdasy ae o Adsy
1 |Evaluasi Kinerja Rehabilitasi dan Rekonstruks: ) Money
Pelayanan "~ [Terselenggaranya Monitoring I ‘ ] / 1, .
Rehabilitasi dan dan Fval%ési Paysca BcncanaED " | Tahun || T3hUN]- Tahun/l Tahun| - 100% 100% d]l aks z;makan
Rekonstruksi - . bivhanisa i I R sesual apl(zran
Pasca Bencanadi|  |)umian Dokumen Laporan © UBuku 1Buku| - | - |IBuku| - |100%100% ~ masvaraa
wilavah Monitoring dan Evaluasi ] | dylang, rkesmll(
Kabupaten Persentasi penanganan korban / o tlaporkan ke
7 LamaIrD]dau Pasca Bencana - 100% | 100% - 100% | 100% - 100% lf)() %o Awr?ﬁ?}i_wﬂm
2 |Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi e _ T Penanganan
Pengendalian Terselenggaranya | d;lakukan. A
Kegiatan Penanganan Korban Pasca - | Tahun| - |1 Tahun|l Tahun| - |100% | 100%  menindaklanjuti |
Rehabilitasi dan Bencana Tahun faporan tertulis J
Rekonstruksi Tumlah Data Penanganan R R T 777 dari korban dan
Pasca Bencana Pacer Boneang T - | 1Dok | 1Dok | - | 1Dok|1Dok| - 100% 100% berdasarkan
asea ujcana rrrrrr — data kerugian
Persentass Penanganan 100 dan kerusakan
Korban Pasca Bencana w, | 100% | 100% 1100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% yany dialami
L | b korban
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T Target T;ii'gct Renstra SKPD | Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Tarce Indikat Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke-
NO| sesuai Tugas dan SPE/I Target IKK or | ] Catatan Analisis
Fungsi SKPD | * Lainny|2011| 2012 | 2013 20112012 | 2013 | 2011 2013
a
(1 (2) 3 (4) 5) & 7 | ® |9 [U0] (n | J2) (14 | (5)
I {Evaluasi Kinerja Pencegahan dan | Monev
Pelayanan  |Kesiapsiagaan L 7 ) N dilaksanakan
P ren'cega'han Dan Terselenggaranya - 1 Tahun|- 1 Tahun - 100% | sesuat laporan
Kesiapsigaan Sosialisasi Pencegahan Dan masyarakat yang
Prabencana di Penanggulangan Kebakaran resmi dilaporkan
| |Wilayaah Hutan ke BPBD
| |Lamandau  umlahPeserta | - | so L L dso LT 00%
s I | [Peserta | | |Peserta ]
| Terselenggaranya - 100% i 100% - 100%
| Opcrasional Patroli Satgas
dan Posko Penanggulangan
Kebakaran Hutan
_Pumlah Wilayah Kerja | _ |8Kec. | 1 |8Kec 100%.
Terselenggaranya - I Tahuni- 1 TahunI- 100%
Pembangunan Posko
o4 | [Penanggulangan Bencana I S I B B S
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Target IdrgCt Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Rasio Capaian pada
Indikator Kinerja Targe Indikat Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke-
NO| sesual Tugas dan & Target IKK or Catatan Analisis
. SPM . _
Fungsi SKPD Lainny{2011| 2012 | 2013 [2011 {2012 | 2013 | 2011 | 2012|2013
a
(1) (2) 3) (4) 5) ) () (8) [ (9 [0y} abh | (12) | (13) 1 (14) (15)
Jumlah Posko - 2 Posko |- 2 Posko |- 100%
o Terselenggaranya B 11 Dok DOk | | 100%
Penyusunan Profil Daerah
Rawan Bencana Dan
Penyusunan Buku Statistik e i 1
Aplikasi Profil dan Pcta I Paket 1 Paket 100 %
B DaerahRawan Bencana -
Penrsentasi Kegiatan 100 % 100 % 100 %
i |Prabencana I ] 1 - o )
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Tabel 4.10.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
Bidang Kedaruratan dan logistik Tahun Anggaran 2011-2013
: Target Ta;gg{ Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Rasio Capaian pada ]
Indikator 2 . X K Tahun k
Kinerja sesuai| Targg lndlkat_m_‘ !‘lﬁﬂ 'fil,,‘_,_.,,_k Tahun ke- ahun ke- N
INO Tugas dan | SPM Target IKK or i Catatan Analisis
. L€ i : o] ') o}
Fungsi SKPD Ldl;ny 2001} 2012 | 2013 2011 }2012{ 2013 | 2011 {2012 | 2013
My (2) (3) @ & O @ e do ah jadn a3y aa ot
I Kegiatan Kedaruratan dan logistic Monev dilaksanakan
Tanggap berdasarkan informast
Darurat dart masyarakat dan
Bencana pihak terkait kepada
Daerah | o /BpBL
Kabupaten Terselenggaranya - | 1 Tahun|- ! 1 Tahun|- 100% [100%
Lamandau Monotoring , Evaluasi dan Tahun Tahu
Pelopor Kejadian Bencana L ) n 0 ! N
Jumlah Dokumen Laporan - 1 Buku [1Buku |- - 1Buku - 100 % {100%
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Kejadian
__ |Bencana IS S A R B S R b
Presentasi Penanganan - 100% [100% |- 100 [100% |- 100 %/ 100%
Monotoring ,Evaluasi dan %
Pelapor Kejadian Bencana 7 | | - -
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Untuk tabel inteprestasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD
Kabupaten Lamandau yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran
dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perithal mana vang baik atau kurang
baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
péngelolaan pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Lamandau, disajikan pada

Tabel 4.11
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Tabel 4.11
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun Anggaran 2011-2013
Uraian Il:::;?s::itf;:l Rata-rata
a Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- A ) Pertumbuh
nggaran an
e - - Tahun ke- -
I B [ Rea
Prog . li
ram Kegiatan 201 | 201 | 201 | Angg | lisas
2011 2012 2013 2011 2012 2013 1 2 3 | aran i
(1) (2) 3) 4) (5) (6) () 8 9 [ao an; a2 | 13)
A. Belanja Tidak Langsung 166.000.0 | 837.358.31 | 1.223.200. | 133.539.8 | 800.193.31 | 783.809.62 | i A ) )
o 00 s 000 27 3 2 I
{ S I S N O
B. Belanja Langsung 100.000.0 | 3.232.459.2 | 2.530.642. | 99.624.52 | 3.087.238.2 | 1.320.729. ) ) ) )
o .. 90 080 S 20 967 L ,,,A,,,J,,,_u,ﬂ,
| A SRR - AN .- |
k(::;;’f{;;‘;sl:‘;gs;:t"orlm 100.000.0 | 878.409.29 | 1.108.696. | 819.837.12 | 570.781.96 | | | )
T 00 40280 - 0 7 L
Penyediaan Jasa Surat-
Menyurat 180.000 | 63.200.000 | 45.700.000 | - 59.100.000 |3.150.000 |- - |- |- -
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Rasio antara
Uraian .. Realisasi dan ] Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Anggaran Pertumbuh
an
o o o o - Tahun ke- ]
Prog — Bea
ram Kegiatan 201 | 201 | 201 | Angg | lisas
2011 2012 2013 2011 2012 2013 1 2 3 | aran i
) () 3) 4) (3) (6) ) 8) & (a9 (dn | (2) | (13
Penyediaan Jasa
komunikasi, Sumber no
Daya Air dan Listrik ) B 30800(“)0 ] _7_“’8'4007'000 ] 943.107 5‘967;492 i ) o
Penyediaan Jasa Peralatan
| danPerlengkapan Kantor |- 6180000 | 12320000 |- |6153.000 3890000 |- - |- - -
Penyediaan Jasa ' ' I T
Pemeliharaan dan |
Perizinan Kendaraan | - - 20.000.000 | - - 5.235.100 | - - - - -
Dinas/Operasional N 7 - ]
Penyediaan 1353115 600.00 | 134.735.00 | 354.223.00 127.241.00 | 166.808.10
Administrasi Keuangan - - - - - -
0 6 10 0 0 B R N
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor - 29.908.800 | 28.944.000 | - 14.713.200 | 13.105.200 | - R
Penyediaan Alat  Tulis 16.596.25
Kanto 0 o 59.440.000 | 92.048.300 | - 59.423.625 | 70.138.575 | - - - - -
Penyediaan Barang 4 1 B o i
Cetakan dan Penggandaan | 800.000 19.724.500 | 22.300.000 |- 19.710.200 | 12.412.500 | - R R
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ar
Uraian . ggas;?s:snitda?l Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisast Anggaran pada Tahun ke- Anggaran Pertumbuh
N _ | rabunke | "
Rea
Kegiatan 201 | 201 | 201 | Angg | lisas
2011 2012 2013 2012 2013 1 2 3 | aran i
2) 3) 4) (3) () (8) (9 [ (10) (1) | (12) | (13)
Penyediaan ~ Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan - 6.225.000 | 14.275.000 6.210.000 | 6.810.000 | - - - - -
Bangunan Kantor R e - L ]
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 35'000'00 - 20.000.000 19.200.000 | - - - - -
Penyediaan Peralatan ) - R o T
| Rumah Tangga - ~17.095.990 | 10.277.000 7.090.525 4.465.400 - - - - -]
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- | 15.120.000 | 20.400.000 6.960.000 |7.680.000 |- |- - |- :
Undangan ) R R L ]
Penyediaan Makanan dan
Minuman - 142780000 | 46.875.000 |- 23.281.000 | 18.576.000 | - | - - - -
Rapat-Rapat  Koordinasi
dan Konsultasi ke luar| 18.000.00 | 22499500 | 270.000.00 223.468.46 | 137.848.60
jdaerah 1o 0 0o 3 0 L ) ]
Rapat-Rapat  Koordinasi
dan Konsultasi ke dalam | 26.823.75 | 266.005.00 | 112.933.98 265.543.00 95 495.000 | - i ] ) )
daerah 0 0 0 i
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4.Struktur Birokrasi

Struktur organisasi daerah sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam bab
ini bahwa struktur birokrasi dalam era otonomi ini merupakan alat dalam
mencapai keefektifan kebijakan kaitannya dengan persoalan publik, artinya bahwa
Struktur organisasi yang ideal sesuai dengan potensi daerah akan lebih cepat
mencapal kemajuan pembangunan daerah. Struktur birokrasi merupakan institusi
vang domain dalam pelaksanaan kebijakan, meskipun ruang lingkup tugasnya
berbeda-beda, dimana organisasi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, kepada daerah (Bupati) dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari
unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, tetapi struktur
birokrasi vang terlalu luas akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia
(Aparatur) maupun sumber anggaran.

Porte dan Denhart dalam Liliwen (1997) mengemukakan bahwa :

“Derajat kelenturan atau fleksibilitas organisasi dapat digambarkan dengan
proses penvesuaian organisasi terhadap perubahan-perubahan dalam organisasi™.

Salah satu kesukaran dalam menentukan tingkat kelenturan organisast adalah
sejauh mana koordinasi diantara satuan kerja dalam organisasi sehingga dapat
bertahan dan menyesuaikan diri dengan peubahan yang datang dan luar. Oleh
karena 1tu akibat adanya kelenturan itu sendiri maka setiap organisasi harus
memiliki suatu “strong point™ agar dia dapat bertahan terhadap perubahan yang
melandanya, dapat dilihat pada faktor organisasi terdapat beberapa kendala dalam
evaluasi struktur birokrasi, dapat dilihat pada beberapa hasil wawancara berikut
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamandau (narasumber II) dengan pertanyaan : Menurut bapak apakah
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kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan rill penanggulangan
bencana di Kabupaten Lamandau ?

Sebagatmana hasil wawancara dengan narasumber [V bahwa : “Sudah sesuai,
karena BPBD merupakan sebuah kerja yang tugas pokok dan fungsinya dibidang
kebencanaan BPBD di Kabupaten Lamandau sangat besar dalam rangka
kesiapsiagaan bencana mengingat Kabupaten Lamandau merupakan daerah
rawan bencana banjir, kebakaran dan longsor karena daerah yang geografisnya
terdiri dari perbukitan, hutan dan sungai.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau (narasumber lIl) dengan pertanvaan : Menurut
Bapak apakah kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan rill
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?

Sedangkan hasil wawancara dengan narasumber 11, bahwa : “Sudah sesuai,
karena pembentukan BPBD Kabupaten Lamandau telah didasari oleh Peraturan
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten L.amandau yang mana
sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah™.

Darn pernyataan 2 (dua) orang narasumber diatas menjelaskan tentang
kelembagaan pada BPBD Kabupaten Lamandau, pada wawancara tersebut
digambarkan bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten
lLamandau sudah sesuai dengan peraturan vang berlaku penyusunan Kelembagaan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah tetapi dalam penyusunan organisasi dan tata kerja BPBD
menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
karena untuk struktur BPBD berbeda dengan SKPD yang lainnya yaitu BPBD

dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris

Daerah, serta dibantu oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD (narasumber 1)
dengan pertanyaan : Menurut bapak apakah kelembagaan tentang BPBD sudah
sesuai dengan kebutuhan BPBD Kabupaten Lamandau ?

Menurut narasumber 1 terkait tentang kelembagaan pada BPBD, bahwa :
“Masth kurang ideal dikarenakan kedudukan Pemadam Kebakaran di BPBD
sehingga pada Perda tidak ada vang tertulis bahwa Damkar di bawah salah satu
bidang”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan
Logistik (narasumber VIII) dengan pertanyaan : Menurut bapak pemadam
kebakaran (damkar) pada BPBD apakah sudah sesuai ditempatkan dibawah
bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ?

Menurut narasumber VIII terkait tentang kelembagaan pada BPBD, bahwa :
“Belum. Damkar BPBD sebaiknya dibuat UPT atau bidang tersendiri, agar
kinerjanya lebih efektif dan efisien™.

Berdasarkan hasii wawancara pada 2 (dua) orang narasumber pada BPBD
Kabupaten Lamandau dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi dan tata kerja
BPBD Kabupaten Lamandau dirasa perlu dilakukan perubahan terkait dengan
fungsi dari pemadam kebakaran dimana pemadam kebakaran ini dalam tugas
pokok dan fungsinya melekat pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, arahan
dari BPBD Kabupaten Lamandau adalah agar Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau dapat merefisi peraturan daerah Nomor 02 Tahun
2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau dengan menambahkan struktur Unit Pelaksana Teknis
(UPT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber 1 dan narasumber VII

narasumber V memberikan tanggapan atas pernyataan dari narasumber I dan

narasumber VII1.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan
Analisis Jabatan (narasumber V) dengan pertanvaan : Menurut bapak apakah
kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan rill penanggulangan
bencana di Kabupaten Lamandau ?

Menurut narasumber V terkait tentang kelembagaan pada BPBD, bahwa :
“Menurut pendapat saya kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai, karena sudah
sesuai dengan ketentuan yang ada vaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, terkait tentang keberadaan Pemadam
Kebakaran (Damkar) yang mana BPBD Kabupaten Lamandau menginginkan
dilaksanakan perubahan SOTK pada BPBD Kabupaten Lamandau dengan
memasukan fungsi dari Umt Pelaksana Teknis (UPT). Menindaklanjuti surat
tersebut berdasarkan rapat tentang kelembagaan diprovinsi Kalimantan Tengah di
peroleh kesimpulan: Untuk penvusunan Organisasi Perangkat Daerah harus sesuai
dengan peraturan yang menaungi penyusunan pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah tersebut dalam hal ini BPBD Kabupaten Lamandau, dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terdapat fungsi dan
UPT sehingga dalam Peraturan Daerah tentangOrganisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah udak dapat dirubah. Untuk Fungsi Pemadam
Kebakaran pada tahun 2011 telah dikosultasikan dengan Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang kedudukan Pemadam
Kebakaran di Bawah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan dimasukan pada
Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok & Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau™.

Bedasarkan penjelasan dan narasumber V diperoleh penjelasan tentang
kelembagaan pada BPBD Kabupaten Lamandau. Bahwa penyusunan Organisasi
Perangkat Daerah harus sesuai dengan peraturan yang menaungl penyusunan
pembentukan Orgamisasi Perangkat Daerah tersebut dalam hal i BPBD
Kabupaten Lamandau, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah tidak terdapat fungsi dari UPT sehingga dalam Peraturan Daerah
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak

dapat dirubah.
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Dalam Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok &
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau sudah jelas
tentang fungsi Pemadam Kebakaran di bawah Bidang Pencegahan, dan
Kesiapsiagaan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 pada
pasal 4 disebutkan bahwa BPBD Kabupaten L.amandau mempunyai:

a. Tugas Pokok
1) Menetapkan Pedoman dan pengarahan sesuai dengan  kebijakan
Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil

dan setara.

2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

UJ

Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan

kegiatan penanggulangannya.

4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap tentang penanggulangan
bencana.

5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

6) Melaporkan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam

kondisi normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.

7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang,
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8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber anggaran lainnva
vang sah dan tidak mengikat.

9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dengan memperhatikan kemampuan daerah.

b. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau mempunyai fungsi :
1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2) Pengkoordinasian pelaksanaan Kkegiatan penanggulangan bencana secara

terencana. terpadu dan menyeluruh.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
a) Kepala Badan;
b) Unsur pengarah, terdir atas:
(1) Organisasi Perangkat Daerah Terkait;
(2) Intansi Vertikal Terkait;
(3) Profesional/ Ahli.
c¢) Kepala pelaksana, membawahkan :
(1) Sekretariat, terdiri atas :
(a) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program:
(b) Sub Bagian Keuangan;

(¢) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
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(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :
(a) Seksi Pencegahan:
(b) Seksi Kesiapsiagaan.

(3)Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
(a) Seksi Kedaruratan;
(b) Seksi Logistik.

(4)Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, terdiri atas
(a) Seksi Rehabilitast;
(b) Seksi Rekonstruksi.

d) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Kepala BPBD
Kepala BPBD secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh

unsur pengarah dan unsur pelaksana.

d. Unsur Pengarah

Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyal tugas menyusun Konsep
pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan
mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara rinci uraian
tugas Pengarah Penanggulangan Bencana adaiah sebagai berikut :
1) Menganalisa dan mengembangkan informasi potens: bencana daerah.
2) Menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana daerah.
3) Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana

daerah.
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4) Menghimpun dan  menginventarisasi  kebijakan  penanganan  dan
penanggulangan bencana daerah.

5) Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan
teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah.

6) Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi
sebagal sumber ancaman atau bencana daerah.

7) Merumuskan dan menyusun konsep kerjasama penanganan dan
penanggulangan bencana daerah.

8) Memantau dan mengevaluasi efentifitas kegiatan penanganan dan
penanggulangan bencana daerah.

9) Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan
dan penanggulangan bencana daerah.

10) Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

bidang tugas dan tanggungjawabnva.

e. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana
Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat
tanggap darurat dan pasca bencana. Secara rinci uraian tugas kepala Pelaksana
Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :
1) Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan
penanggulangan bencana.

2) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana.
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3) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan
pengkajian potensi ancaman bencana.

4) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan
pengurangan resiko bencana.

5) Mengkoordinasikan  perumusan kebijakan dan program  pemaduan
penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.

6) Mengkoordinasikan perumusan kebijjakan dan program kesiapsiagaan
penanggulangan bencana.

7) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan
peringatan dini dalam penanggulangan bencana.

8) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan
mitigast dan penanggulangan bencana.

9) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap
darurat.

10) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan programan analisis dampak
kerusakan bencana.

11)Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak
kerusakan bencana.

12) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak
kerusakan bencana.

13) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.

14)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesual

bidang tugas dan tanggungjawabnya.
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Unsur-unsur organisasi pelaksana penanggulangan bencana terdiri dari :
[ Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan
program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta  administrasi
kepegawalan. Secara rinci uraian tugas sekretariat adalah sebagai berikut :

a) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bencana.

b) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan
penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.

¢) Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan penyusunan rencana anggaran.

d) Menvusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan
keuangan dan penvusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

€) Menyusun program. membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan
urusan ketatausahaan.

t) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan
urusan rumah tangga dan perlengkapan.

g) Menyusun program, meinbina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan
hubungan masyarakat dan keprotokolan.

h) Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi

kepegawaian,
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1) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang

tugas dan tanggungjawabnva.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud sekretariat BPBD ini
dilengkapi dengan 3 (tiga) Sub Bagian, vaitu :
1). Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan
dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Yang mana Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
meliputi
a) Menyiapkan rencana hasil kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan sekretariat;
b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan
laporan hasil kegiatan sekretariat;
c) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesual dengan bidang tugasnya masing-masing;
d) Memberikan petunjuk dan bimbingan tekis serta pengawasan kepada
bawahan;
e) Memeriksa hasil kerja bawahan;
f) Mengadakan koordinasi dngan kepala Sub Bagian dan Bidang untuk

keharmonisan kerja;
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g) Melakukan pengumpulan, analisis dan penvajian data  dibidang
penanggulangan bencana:

h) Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja berdasarkan
rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;

1) Menyiapkan bahan laporan badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada
Bupati,

j) Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan
kinerja badan;

k) Membuat hasil laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban hasil kerja bawahan;

1) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan: dan

m) Melaksanakan tugas dinas lainnya vang diberikan oleh atasan.

2). Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola keuangan serta
menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Yang mana Uraian
Tugas Sub Bagian Keuangan meliputi :
a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan:
b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagalr bahan
penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
¢) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan

sesuai dengan bidangnya masing-masing;
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d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis seta pengawasan kepada
bawahan;

e) Memeriksa hasil kerja bawahan:

f) Menyusun rencana anggaran biaya langsug dan tidak langsung:

g) Menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;

h) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;

1) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

J) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3). Sub BagianUmum Perlengkapan dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga,
peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola
administrasi kepegawaian. Yang mana Uralan Tugas Sub Bagian Umum
Perlengkapan dan Kepegawaian meliputi :
a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum Kepegawaian.
b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian
sebagal bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
¢) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesual dengan bidangnva masing-masing;
d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;

e) Memeriksa hasil kerja bawahan;
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f) Menyilapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di
lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

g) Melaksanakan urusan surat-menvurat dan pengadaan naskah dinas;

h) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;

1) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan
keprotokolan;

1) Menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian;

k) Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai,

1) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

m) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

g. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan
Bidang Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penvelenggaran pencegahan pada situas
tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.
Secara rinci uraian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiagaan adalah sebagai
berikut :
1). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana.
2). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana.
3). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana.

4). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
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mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana.

5). Menvusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.

6). Menyusun program, mengkoordinastkan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana.

7). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluast kegiatan mitigasi bencana.

8). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai

bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Pencegahan dan
Kesiagaan BPBD ini dilengkapi dengan 2 (dua) Seksi vaitu :
d) Seksi pencegahan

Sub bidang pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunvai
tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana,
menfasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, penegakan tata ruang dan
penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Seksi Pencegahan
mempunyai fungsi :
a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Pencegahan:
b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan

laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

c) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasiksan tugas-tugas bawahan

sesuai dengan bidangnya masing-masing;
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d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;

e) Memeriksa hasil kerja bawahan:

f) Melakukan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya
atau ancaman bahayva;

g) Melaksanakan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber dava
alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber
bahaya bencana;

h) Melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau
berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahava bencana;

1) Melakukan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;

J) Melaksanakan penguatan ketahan sosial masyarakat;

k) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

1) Melaksanakan tugas dinas lainnva vang diberikan oleh atasan langsung.

e) Seksi kesiapsiagaan

Sub bidang kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyal tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap
ancaman bencana, pengembangan dan peringatan dini dan penyelenggaraan
kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana. Seksi
Kestapsiagaan mempunyai fungsi :
a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang kesiapsiagaan;
b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan

laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
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c) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasiksan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;

€) Memeriksa hasil kerja bawahan;

f) Menviapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan
bencana;

g) Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan penguji peringatan dini;

h) Menylapkan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan
kebutuhan dasar;

1) Menyiapkan pengorganisasian penyuluhan, pelatthan dan gladi tentang
mekanisme tanggap darurat;

1) Menyiapkan lokasi evakuasi;

k) Melakukan penvusunan data akurat., informasi dan pemutahiran prosedur
tetap tanggap darurat bencana;

1) Melaksanakan penyediaan dan penyiapan lahan, barang dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;

m) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

n) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

h. Bidang Kedaruratan dan Logistik
Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan

fasilitasi penyelenggaran penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan
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kebutuhan hidup dasar dan logistik pada saat tanggap darurat. Secara rinci uraian

tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut :

1). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian
terjadinya bencana.

2). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana.

3). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana.

4). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan penvelamatan evakuasi masyarakat terkena bencana.

5). Menvusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana.

6). Menvusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan.

7). Menvusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik.

8). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai

bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Kedaruratan

dan Logistik BPBD ini dilengkapi dengan 2 (dua) Seks1 yaitu :

1). Seksi kedaruratan
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Sub bidang kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat,
memtfasihitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi
korban bencana. Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :

a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Kedaruratan;

b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan
laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;

¢) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasiksan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;

e) Memeriksa hasil kerja bawahan;

f) Menyiapkan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana
untuek menangani dapak buruk yang ditimbulkan;

g) Melakukan upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
pada saat keadaan darurat;

h) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

1) Melaksanakan tugas dinas lainnya vang diberikan oleh atasan langsung.

2). Seksi logistik

Sub bidang logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat
bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan

logistik. Seksi Logistik mempunyai fungst :
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a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Logistik;

b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penvusunan
laporan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;

c) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;

d) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan;

e) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik;

f) Memeriksa hasil kerja bawahan;

g) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil keja bawahan: dan

h) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

1. Bidang Rehabilitasi dan Rekosntruksi
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunvai tugas melaksanakan
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
kerusakan akibat bencana. Secara rinci uraian tugas Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi adalah sebagai berikut :
1). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan.
2). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi sarana dan prasarana umum.
3). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis.
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4). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial ekonomi

5). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial budaya.

6). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelavanan sosial.

7). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan.

8). Menyusun  program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik.

9). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan serta
ketertiban.

10). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana
dan saran sosial masyarakat dan keagamaan.

1'1). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi keglatan pembangkitan kembali kehidupan
sosial budaya masyarakat.

12). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi
lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

13). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsit pelayanan
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publik dan kondisi sostal, ekonomi dan budaya.
14). Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai

bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi BPBD ini dilengkapi dengan 2 (dua) Seksi vaitu :
1). Seksi rehabilitasi
Sub bidang rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sekst yang mempunyai
tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana,
memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan
prasarana nmum dan keagamaan, pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi dan
sosial budaya, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masvarakat, keamanan
dan ketertiban. Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Rehabilitasi:
b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan
laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
¢) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesual dengan bidangnya masing-masing;
d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
e) Memeriksa hasil kerja bawahan;
f) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan

penanganan pasca bencana;
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g) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dibidang bencana pada saat
rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta
masyarakat;

h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan di bidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi;

1) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

j) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

2). Seksi rekonstruksi
Sub bidang rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyal tugas menyiapkan bahan dan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi,
budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama
pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pengembangan
partisipasi lembaga dan organisasi kemasvarakatan, dunia usaha dan masvarakat,
peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan
budaya.Seksi Rekonstruksi mempunvai fungsi
a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Rekonstruksi;
b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan
laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
¢) Mengatur, mendidtribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnva masing-masing;
d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;

e) Memeriksa hasil kerja bawahan:
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f) Menyiapkan bahan perumusan kebyjakan program rekonstruksi dan
penanganan pasca bencana:

g) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dibidang bencana pada saat
rekonstruksi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta
masyarakat;

h) Melaksanakan pemantavan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat rekonstruksi;

1) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan

1) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

J. Satuan tugas
Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan

Penanggulangan Bencana.

k. Jabatan fungsional
Jabatan fungsional mempunyvai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam

kelancaran pelaksanaan organisasi penanggulangan bencana daerah.

Peraturan Bupati tentang Uralan Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dengan struktur

organisasi dapat dilihat pada Gambar 4.3. di bawah 1ni.
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BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH
Kepala
I
1 ]
Pengarah Kepala Pelaksana
® Instansi Badan
® Profesional/Ahli L
Sekretaris
Subbag. Perenc. Subbag Subbag. U'mum
& Pengd. Prog Keuangan & Kepegawaian
Bidang Bidang Kedaruratan Bidang
1 Pencegahan& — & Logistik — Rehabilitasi&
Kesiapsiagaan Rekonstruksi
p Kasx.h Kasi. Kasi.
encegahan Kedaruratan Rehabilitasi
I Kasi Kasi. L] Kasi.
Kesiapsiagaan Logistik Rekonstruksi

l Jabatan Fungstonal

Gambar 4.3. Struktur Organisasi
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C. Pembahasan
1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lamandau.

Pemerintah Dacrah Kabupaten Lamandau pada tahun 2011 membentuk
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau vang diatur
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lamandau dengan pertimbangan perlu adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten
Lamandau.

Dimana dalam kelembagaannya BPBD Kabupaten Lamandau merupakan
satuan kerja perangkat daerah vang masih baru sehingga kebijakan-kebijakan
vang diambil masih harus disempurnakan seiring berjalannva proses pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi dart BPBD Kabupaten Lamandau. Arahan kebijakan
dalam pengambilan keputusan pada BPBD Kabupaten Lamandau tertuang dalam
renstra yang mana Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011-2013 merupakan implementasi dan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
Tahun 2011-2013, vang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lamandau dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana
pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi

program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan
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dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun

2018.

Berdasarkan penelitian masih terdapat beberapa program kegiatan vang
belum terlaksana dapat dilihat pada misi BPBD Kabupaten Lamandau adalah
sebagal berikut :

a. Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) untuk
menunjang penguasaan teknologi dan rekavasa di bidang penanggulangan
bencana.

b. Menetapkan  standar, kebutuhan, dan prosedur penvelenggaraan
penanggulangan bencana.

c. Mengembangkan pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan,
peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapt ancaman dan restko bencana.

d. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, dan menyeluruh.

e. Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi vang terkena bencana secara adil
dan sesuai dengan standar pelayanan mimmum. serta melaksanakan
pemulihan kondisi dart dampak bencana.

f. Mengembangkan, meningkatkan dan Menggalang kemitraan dengan
masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat

bencana.
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o

Dalam pelaksanaan program kegiatan terdapat beberapa kendala dan
pendukung implementasi kebijakan internal dan eksternal, vaitu :
a. Kendala Implemantasi Kebijakan Internal

Untuk mendeskripsikan kendala implemantasi kebijakan internal dapat
diperhatikan pada implementasi kebijakan organisasi dan tata kerja BPBD
Kabupaten Lamandau, berdasarkan pembahasan diatas dapat diamati dari fakta
dilapangan sebagai berikut.
1) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mana SDM yang ada tidak terampil
dalam penggunaan teknologi dan kurang pahamnva akan tupoksi masing-
masing yang mengakibatkan kurang efektif pelaksanaan kegiatan/pelayanan
pada BPBD Kabupaten Lamandau. Hal ini sesuai dengan penelitian Syaiful
Anwar Djamil (2002) Judul : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia
Aparatur  Pemerintah Daerah dan Restrukturisasi Organisasi Terhadap
Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Muara Enim) dengan hasil penelitian, vaitu : Terdapat
pengaruh positif antara variabel kualitas sumber daya manusia aparatur
pemerintah daerah dengan variabel efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.
Hal im terbukti bahwa varnabel kualitas sumber daya manusia aparatur
pemerintah daerah tepat mempengaruhi peningkatan efektivitas pelaksanaan
otonomi daerah. Dari hasil penelitian kontribusi yang diberikan oleh variabel
kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah terhadap variabel

terikatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah adalah sebesar 71,5 %.
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Hal 1n1 sesuai dengan pendapat Edward Il dalam Leo (2012) mengemukakan
terdapat tiga indikator vang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan
variabel komunikasi tersebut yaitu Sumber daya, walaupun isi kebijakan
sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila
implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi
tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya
manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya financial. Sumber
daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa
sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

2) Banyaknya jabatan yang kosong pada BPBD Kabupaten Lamandau sehingga
jalur koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan terhambat dan tugas pokok dan
fungsi pada jabatan vang kosong tidak berjalan. Hal ini tidak sejalan dengan
hasil penelitian Risno Taweri (2005) Judul : Studi Kebijakan Penataan
Organisast Perangkat Daerah dengan Pendekatan System Dynamics di
Kabupaten Buru yaitu : Setelah ada kebijakan pengurangan jumlah organisasi
(perampingan  organisasi) dan pengurangan eseion, tidak terlalu
mempengaruhi kinerja, produktivitas, kualitas, dan motivasi pegawai. Tetapi
setelah ada kebijakan peningkatan kualitas dan motivasi pegawai; serta
ditunjang dengan peningkatan penurunan belanja, maka kinerja dan
produktivitas pegawai, dari tahun ke tahun semakin meningkat ke arah stabil
bahkan melebihi stabil, hal in1 disertai dengan peningkatan promosi pegawai
untuk menduduki jabatan struktural (eselonisasi). Berdasarkan data yang
diperoleh terdapat 10 (sepuluh) jabatan yang tidak terisi dari 14 (empat belas)

jabatan yang ada pada BPBD Kabupaten Lamandau yaitu : Sekretaris, Kepala
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Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Pencegahan, Seksi
Kesiapsiagaan, Seksi Rekonstruksi, Seksi Kedaruratan, Seksi Logistik, Sub
Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program, Sub Bagian Keuangan, Sub
Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. Sesuai dengan pendapat
Edward III dalam Leo (20i2), sumber daya merupakan hal penting dalam
implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk
melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan
salah satu indikator tersebut adalah Wewenang. Pada umumnya kewenangan
harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif.
Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang
tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi,
sehingga dapat menggagalkar implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam
konteks vang lain. ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi
kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas
kewenangan diperlukan dalam mplementasi kebijakan, tetapi di sisi lain,
efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para
pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Dengan adanya
wewenang tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut sehingga
wewenang tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak berjalan optimal.

3) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kurang
efektif dalam pelaksanaan program kegiatan. Seperti yang dikemukakan Plh.
Sekretaris BPBD yaitu “masih belum berubahnya cara berpikir tingkat

eksekutif bahwa saat ini bencana bukan dihadapi hanya pada saat kejadian,
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tetapt prinsip kebencanaan saat ini adalah bagaimana meminimalkan
kerusakan akibat bencana sebelum bencana terjadi, sarana dan prasarana yang
kurang mendukung, tidak lengkap dan dalam kondisi kurang baik serta SDM

yang kurang terampil dan mengerti akan tupoksinya™.

b. Pendukung Implemantasi Kebijakan Internal
Untuk mendeskripsikan pendukung implemantast kebijakan internal dapat

diperhatikan pada implementas: kebijakan organisasi dan tata kerja BPBD

Kabupaten Lamandau, berdasarkan pembahasan diatas dapat diamati dari fakta

dilapangan sebagai berikut.

1) penambahan tenaga harian lepas yang memiliki kompetensi, keahlian yang
ada sehingga BPBD maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai
dengan struktur organisast vang ada. Seperti yang dapat kita lihat pada table
4.6. Daftar Nommatif Pegawair Negeri Sipil dan Tenaga Harnan Lepas
Berdasarkan Golongan Ruang, dimana untuk PNS terdapat 21 (dua puluh
satu) orang dan ditambah 12 (dua belas) tenaga haran lepas, dimana menurut
Edward Il dalam Leo (2012), Indikator-indikator yang digunakan untuk
melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruht implementasi kebijakan
terdin dari Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah
staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi
dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawati
yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam
bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup

menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah
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kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan vang diperlukan (kompeten
dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebtjakan.

2) Pemngkatan profesionalisme aparatur BPBD serta melakukan inovasi
pelayanan dan Good (Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna
membertkan pelayanan prima terhadap publik, seperti terdapat pada Tabel
4.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penangguiangan Bencana
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2011-2013 pada Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat dana untuk
melaksanakan pendidikan dan pelatithan formal. Terdapat juga hal yang
dilakukan oleh pemerintah untuk peningkatan prefesionalisme vyaitu
pemberian insentif pada BPBD Kabupaten Lamandau berdasarkan peraturan
bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biava Umum
Dilingkup Pemerintah Daerah Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2014, dalam
pelaksanaan kegiatan pada BPBD sudah terdapat honor tim kegaitan sehingga
dalam melaksanakan suatu kegiatan sudah ada anggaran untuk masing-masing
PNS, pembayaran honor sesual dengan jabatan didalam tim yang mana
penganggaran honor tersebut disesuai kan dengan Standar Biaya Umum. Hal
ini sesuai dengan faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Leo
(2012) mengenat dispesisi dalam implementasi kebijakan vaitu Insentif
merupakan salah-satu teknik vang disarankan untuk mengatasi masalah sikap
para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang
bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif
oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana

kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin
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akan menjadi faktor pendorong vang membuat para pelaksana menjalankan
perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan
pribadt atau organisasi.

3) Sosialisasi tentang kebencanaan vang dilaksanakan disetiap saat apabila ada
kesempatan {musrenbang kecamatan, monev pasca bencana, monev daerah
rawan Dbencana). Seperti terdapat pada Tabel 4.9 Pencapaian Kinerja
Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
Bidang Pencegahan Dan Kesiapansiagaan Tahun Anggaran 2011-2013
Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Hutan dan Tabel 4.11 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran
2011-2013 vyaitu Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Hutan, lahan dan Perkarangan, hal in1 sesuai dengan pendapat dari Edward 111
dalam Leo (2012),. Indikator-indikator vang digunakan untuk meiihat sejauh
mana sumberdava mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya yaitu
Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk
yaitu: pertama, informast yang berhubungan dengan cara melaksanakan
kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dan para pelaksana

terhadap peraturan dan regulasi pemenntah yang telah ditetapkan.
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¢. Kendala Implemantasi Kebijakan Eksternal
Untuk mendeskripsikan kendala implemantasi kebijakan Eksternal dapat

diperhatikan pada implementasi kebijakan organisasi dan tata kerja BPBD

Kabupaten Lamandau, berdasarkan pembahasan diatas dapat diamati dan fakta

dilapangan sebagai berikut.

1) Tidak semua program kegiatan BPBD Kabupaten Lamandau dapat tertampung
pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran. Seperti ditegaskan oleh
Edward 111 dalam Leo (2012) salah satu model impiementasi adalah Sumber
daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan
konsistensi, tetapr apabila implementor kekurangan sumber daya untuk
melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Salah satu sumber
daya tersebut sumber daya financial. Sumber dava adalah faktor penting untuk
implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya

tinggal d1 kertas menjadi dokumen saja.

9

Masih belum berubahnya cara berpikir tingkat eksekutit bahwa saat ini
bencana bukan dihadapi hanya pada saat kejadian, tetapi prinsip kebencanaan
saat ini adalah bagaimana meminimalkan kerusakan akibat bencana sebelum
bencana terjadi, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, tidak lengkap
dan dalam kondisi kurang baik serta SDM vang kurang terampil dan mengerti
akan tupoksinya. Untuk itu Edward 11T mengemukakan melalu pendapatnya
ditegaskan oleh Edward III dalam Leo (2012) bahwa masalah utama dan
administrasi publik adalah /lack attention to implementation bahwa without
effective implementation the decision of policymakers will not be carried out

successfully.  Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan
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dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik. ketersediaan sumber daya
untuk melaksanakan kebijakan, sikap. dan tanggapan dari para pihak vang
terlibat dan bagaimana struktur organisas: pelaksanaan kebijakan jadi dengan
adanya Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran
kebijakan (rarget group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak
diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi
resistensi dari kelompok sasaran.

3) Rendahnya pemahaman dan belum optimalnya peran serta masvarakat,
organisasi pemuda, wanita, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak
swasta di Kabupaten Lamandau dalam Penanggulangan Bencana. Seperti
dikemukakan oleh Edward 11l dalam Leo (2012) mengemukakan terdapat tiga
indikator vang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel
komunikasi tersebut salah satu indicator tersebut vaitu: Transmisi. Penyaluran
komunikasi vang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi vang baik
pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya
salah pengertian (miskomunikasi) vang disebabkan banyaknya tingkatan
birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang
diharapkan terdirtorsi di tengah jalan, dalam hal ini BPBD Kabupaten
Lamandau harus berperan aktif dalam mensosialisasikan dalam

Penanggulangan Bencana.
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d. Pendukung Implemantasi Kebijakan Eksternal
Untuk mendeskripsikan pendukung implemantasi kebijakan Eksternal dapat

diperhatikan pada implementasi kebijakan organisasi dan tata kerja BPBD

Kabupaten Lamandau, berdasarkan pembahasan diatas dapat diamati dan fakta

dilapangan sebagai berikut.

1) Dukungan dan Koordinasi antar pihak Pemerintah Daerah, swasta dan
masyarakat. Hal in1 dapat dilithat pada data Tabel 4.11 Anggaran dan
Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun Anggaran 2011-2013, dapat dilihat peran serta dalam
pengganggaran pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan.

2) Optimalisasi partisipasi peran SKPD terkait dengan penanggulangan bencana
di Kabupaten Lamandau. Hal ini dapat dilihat pada saat terjadi bencana SKPD
yang terkait akan bersama-sama memberikan bantuan dimana BPBD sebagai
koordinator dalam mengatasi bencana di Kabupaten Lamandau dimana BPBD
dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris

Daerah sehingga memudahkan dalam melaksanakan koordinasi dilapangan.

Lo
—

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Lamandau yang sesuar dengan
peraturan Perundang-Undangan sehingga dalam penerapan pelaksanaan
program kegiatan sesuai dengan program dari pemerintah pusat. Hal ini
berbeda dengan hasil penelitian oleh Salim Kamaluddin (2010) Judul :
Analisis Implementasi Perda Nc.15/2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah. Dimana
hasil penelitian tersebut mengemukakan : a. Belum mendukung sepenuhnya

implementasi Perda dengan baik akibat dari kesalahan formulasi
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kebyjakannya. b.Perlu dilakukannya evaluasi untuk direvisi kembali perangkat
organisasi daerah sesuai Perda No. 15/2008 baik jumlah dinas maupun jabatan
strukturak eselon 111 dan I'V untuk diperkecil atau digabungkan. Hal ini sesuai
dengan penelitian Porte dan Denhart dalam Liliwent (1997) mengemukakan
bahwa :

“Derajat kelenturan atau fleksibilitas organisasi dapat digambarkan dengan
proses penyesuaian organisasi terhadap perubahan-perubahan dalam
organisasi’.

Salah satu kesukaran dalam menentukan tingkat kelenturan organisasi
adalah sejauh mana koordinasi diantara satuan kerja dalam organisasi
sehingga dapat bertahan dan menyesuaikan din dengan peubahan yang datang
dart luar.Oleh karena itu akibat adanva kelenturan itu sendiri maka setiap
organisasi harus memiliki suatu “strong point” agar dia dapat bertahan

terhadap perubahan yang melandanya.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelittan dan pembahasan terhadap fokus masalah dalam
penelitian 1ni, terdapat 4 (empat) permasalahan maka dapat ditank kesimpulan

sebagai berikut :

1. Faktor komunikasi pada BPBD Kabupaten Lamandau sudah baik dilihat dari
terpenuhinya tiga indikator keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi,

kejelasan dan konsistensi.

b2

BPBD Kabupaten Lamandau masih terdapat kekurangan sumber daya yang
ada, Sumber daya tersebut antara lain :

a. Kurangnva Sumber Daya Manusia yang mana SDM yang ada tidak
terampil dalam penggunaan teknologi dan kurang pahamnya akan tupoksi
masing-masing vang mengakibatkan kurang efekuf pelaksanaan
kegiatan/pelayanan pada BPBD Kabupaten Lamandau.

b. Banyaknya jabatan vang kosong pada BPBD Kabupaten Lamandau
sehingga jalur koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan terhambat dan
tugas pokok dan fungsi pada jabatan yang kosong tidak berjalan.

c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiaian schingga
kurang efektif dalam pelaksanaan program kegiatan.

3. Dalam pelaksanaan disposisi / sikap birokrast terdapat hambatan yang nyata
terhadap implementasi kebijakan dikarenakan kurangnya SDM pada BPBD

Kabupaten Lamandau sehingga pelaksanaan kebijakan tidak maksimal.
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4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku dan tidak perlu

dilakukan perubahan.

B. SARAN
1. Perlu dilaksanakan pengisian jabatan yang kosong pada BPBD Kabupaten
Lamandau, dan perlu dilaksanakan rapat mingguan atau bulanan agar

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

b

Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPBD Kabupaten

Lamandau untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

3. Menugaskan PNS BPBD Kabupaten Lamandau untuk mengikuti pelatihan
vang berhubungan dengan penanggulangan Bencana baik pelatihan teknis
maupun non teknis.

4. Perlunva dilaksanakan sosialisasi tentang program-program BPBD
Kabupaten Lamandau kepada masyarakat dan perlunya keteroukaan
informasi publik dengan kemudahan mengakses data tentang BPBD
Kabupaten Lamandau.

5. Perlunya dilaksanakan sosialisasi dengan mengundang Kepala Daerah,

DPRD dan SKPD terkait dengan memaparkan program-program dan hal-hal

yang menghambat kinerja dari BPBD Kabupaten Lamandau.
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Lampiran Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA 1
Counter Information

1. Narasumber [ . Kepala Pelaksana BPBD
2. Narasumber II . Sekretaris BPBD
Identitas :

a. Tingkat Pendidikan Y

b. Jabatan/Pekerjaan - Ka. Pelaksana BPBD

c. Alamat : Komplek Bukit Hibul

1. Apakah pelaksanaan kegiatan pada BPBD sudah berjalan dengan baik ?

Menurut Bapak apakah Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan
BPBD Kabupaten Lamandau ?

Bagaimana tanggapan Bapak terkait beberapa jabatan di BPBD Kabupaten Lamandau
vang belum terist ?

Menurut Bapak apakah kinerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah maksimal ?
Menurut Bapak apakah bencana alam di Kabupaten Lamandau sangat banvak dan

harcoalrala bacor 9
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6. Menurut Bapak program apasajakah vang harus dibuat oleh BPBD Kabupaten Lamandau
vang belum tercover pada kegiatan ?

7. Menurut Bapak Pemadam Kebakaran (damkar) pada BPBD apakah sudah sesuai
ditempatkan dibawah bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ?

8. Menurui Bapak sudah cukupkah Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPBD Kabupaten
L.amandau ?

9. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang bencana alam di tiap bagian ?

10. Pelatihan apa saja yang sudah dilaksanakan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di
BPBD Kabupaten Lamandau?

11. Menurut Bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Lamandau ?

12. Masukan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten lLamandau ke
depannya ?

13 Sudah idealkah program kegiatan yang dianggarkar

Lamandau ?

1. Ya, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kriteria prosedur yang berlaku, walaupun
ada sana sini yang kurang menyesuaikan dengan keterbatasan SDM.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Masih kurang 1deal dikarenakan kedudukan Pemadam Kebakaran di BPBD sehingga pada

Perda tidak ada yang tertulis bahwa Damkar di bawah salah satu bidang.

Dengan banyaknya jabatan yang masih kosong tidak terisi sangat mempersulit dalam

forasis penyelesaian tugas-tugas/pekerjaan, sehingga kontrolnya / koordinast suatu suatu

PCKCUMU hurang UCI_]'d.!éiﬂ UCHS&H Udl!\ UU&U\ HlClCW'dU lanapaw}cujang yang au’a.

Ya, sudah maksimal disesuai dengan dengan jumlah personil yang ada, yang diakui ada

sana sini yang kurang.

Untuk bencana yang ada di Kabupaten Lamandau cukup banyak, namun skalanya tidak

besar tapi sangat merugikan masyarakat dengan terkena musibah tersebut, sehingga perlu

penanganannya dengan baik dan komprehensif.

Program vang belum tercover di BPBD yaitu

a. Memberikan sosialisasi kepada masvarakat supaya sadar akan bahava kebakaran
hutan, lahan dan pekarangan yang dilakukan dengan sengaja.

]'\ Rﬁplﬂl‘\onfnl’ hnp_flon Lecamatan untu il- ana nhnn'nh r*ar\ nor*n 1 tarhada kon/‘ ana.
. wAALL/ NI AN S PR IeR Yo ¥l uAAL AN uy“ L0 b“ Nadeian NaLs ~i IAU\A N

Untuk damkar masih belum sesuai karena perda pembentukan BPBD tidak ada
mencantumkan pasal vang mendudukan damkar di bawah bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan, mungkin pada waktu yang dekat ini ada rapat untuk membahas masalah
kedudukan damkar di BPBD.

Sangat kurang dan untuk sekarang ini kami sama-sama . bergotong rovong untuk
menyelesaikan pekerjaan vang ada.

Sudah, kemaren tahun 2013 di Kecamatan Bulik untuk tahun 2014 direncanakan di
Kecamatan Bulik Timur jadi kegiatannya 1x setiap tahun menyesuaikan dana yang ada.

Pealatihan v ang suda h Aila rcanalan

ikl Yo 1 LiiGnIG O .

1) Pendidikan dasar memadamkan kebakaran. Untuk PND Damkar sudah bersertifikat
dasar.

2) Pelatihan tata acara praktek memasang tenda — tenda dan alat — alat vang lainnva.

Yang menjadi kendala pelakanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau :

a. Kurangnya SDM

b. Kurang kompak elemen lembaga terkait

c. Peralatan yang tidak memadai untuk menunjang kegiatan yang ada

. Untuk kedepan supaya BPBD dapat eksis

- SDM yang } kurano goar dar\at dﬂepnl ar\l /diist

Dl faiy Gpolks

- Perlengkapan / peralatan Damlkar supaya diperbaharui

- Dalam penanganan bencana di semua elemen terkait kompak dan tangguh

- Terakhir dukungan dana

Belum semua program kegiatan BPBD Kabupaten Lamandau dapat tertampung pada
APBD dikarenakan keterbatasan anggaran, untuk itu BPBD Kabupaten Lamandau
melaksanakan kegiatan secara bertahap tiap tahunnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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PEDOMAN WAWANCARA 1

Counter Information

1. Narasumber I . Kepala BPBD

2. Naraswmnber 11 . Sekreiaris BEFBD
Identitas :

a. Tingkat Pendidikan - Stara 1(S.1)

b. Jabatan/Pekerjaan - Plh. Sekretaris

c. Alamat :

Apakah pelaksanaan kegiatan pada BPBD sudah berjalan dengan baik ?

Menurut Bapak apakah Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan
BPBD Kabupaten Lamandau ?

Bagaimana tanggapan Bapak terkait beberapa jabatan di BPBD Kabupaten Lamandau
yang belum terisi ?

4. Menurut Bapak apakah kinerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah maksimal ?
5. Menurut Bapak apakah bencana alam di Kabupaten Lamandau sangat banyak dan

harcalrala hagar 9
L h DN Il U/ .

N =
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6. Menurut Bapak program apasajakah yang harus dibuart oleh BPBD Kabupaten Lamandau
vang belum tercover pada kegiatan ?

7. Menurut Bapak Pemadam Kebakaran (damkar) pada BPBD apakah sudah sesuai
ditempatkan dibawah bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ?

8. Menurut Bapak sudah cukupkah SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) pada BPBD
Kabupaten Lamandau ?

9. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang bencana alam di tiap bagian ?

10. Pelatihan apa saja yang sudah dilaksanakan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di
RPRD Kahupaten Lamandau?

11. Menurut Bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Lamandau ?

12. Masukan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke
depannya ?

JAWAB :

1. Pelaksanaan kegiatan BPBD ditinjau dani SDM vang ada kurang berjalan dengan baik,
belum tercapai.

Ya, sudah sesuai.

Terkait beberapa jabatan yang masih kosong, menghambat kelancaran proses birokrasi
dan tata Jaksana terpakai BPBD sendir, karena jabatan — jabatan yang saat ini kosong

L
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adalah jabatan strategis / kelancaran pelaksanaan tugas BPBD: akibatnya tugas tersebut

dibebankan kepada pejabat yang lain yang ada di BPBD schingga kurang efekuifl.

Belum, karena SDM yang menguasal pekerjaan dan tugasnva serta terampil masih

Kurang.

Berncana alain di Kavupaien Lamandau tergoiong rendait dan datam skala kecii

Program BPBD vang penting yang saat ini belum tercover adalah kegiatan pelatihan Dala

(Damage and tenses assessment) tingkat kecamatan, untuk melatih aparat desa’kecamatan

untuk melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana sebagai

perpanjangan tangan BPBD di kecamatan. Pelatihan RTC (Tim Reaksi Cepat), pelatihan

DAMEKAR, pengadaan DAMKAR mini, workshop, pembangunan gudang logistik.

Tidak, DAMKAR seharusnya merupakan UPT.

Tidak dan belum cukup, sangat minim, vang terutama adalah SDM yang ada tidak semua

terampil dan paham akan tugasnya.

Seosialisasi tentang kebencanaan telah dilaksanakan disetiap saat apabila ada kesem

(musrenbang kecamatan, monev pasca bencana, monev daerah rawan bencana). Perlu

dikoreksi : BPBD tidak hanya menangani bencana yang diakibatkan oleh alam tetapi juga

non alam seperti : kerusuhan, kebakaran akibat kelalaian manusia, wabah penyakit,

perang antar suku/etnis.

Pelatthan yang sudah dilaksanakan adalah pelatihan penanganan kebakaran yang

dilakukan di perusahaan sawit dan kayu di Kabupaten Lamandau.

. Kendala yang dihadapi saat in1 adalah masih beium berubahnya cara berpikir tingkat
eksekutif bahwa saat in1 bencana bukan dihadapt hanya pada saat kejadian, tetapi prinsip
Lehen

’ , . ; " - r - 7. o N
Lebencanaan saat int adalah bagaimana meminimalkan kerusakan akibat bencana sebelum

bencana terjadi, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, tidak lengkap dan dalam
kondisi kurang baik serta SDM yang kurang terampil dan mengerti akan tupoksinva.
.a. Perubahan pola pikir tentang kebencanaan dimana saat ini vang harus dilaksanakan

adalah peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan sebelum terjadi bencana.

b. Sarana dan prasarana yang mendukung yang dalam kondisi prima dan siap apabila
dibutuhkan.

c. SDM vang terampil dengan mengikuti pelatihan bidang kebencanaan.

d. SDM vang cukup pada tiap bidang di BPBD Kabupaten Lamandau.

. Penambahan Tenaga Harian Lepas guna membantu pelaksanaan kegiatan.

[¢]
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Counter Information

1. Narasumber Iil . Kabag Organisasi

2. Narasumber [V . Kabag Hukum

Identitas:

a. Tingkat Pendidikan S

b. Jabatan/Pekerjaan . Kabag Organisasi

c. Alamat : Nanga Bulik, Perumahan Bukit Hibul

1. Menurut Bapak apakah Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan rill

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?

Bagaimana tanggapan Bapak terkait beberapa jabatan di BPBD Kabupaten Lamandau

yang belum terisi ?

3. Menurut pendapat Bapak BPBD Kabupaten Lamandau dilihat dan beban kerja,
memang harus dibentuk berupa badan atau dibentuk berupa UPT yang melekat pada
SKPD terkait ?

[

| Y n N1y C‘\/“"l}'\ mn};(ﬂmn] 9
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Bagaimana pendapat bapak tentang organisasi dan tatakerja BPBD Kabupaten
Lamandau ?

.kh ‘..‘,\_;

JAWAB :

1. Sudah sesuai, Karena pembentukan BPBD Kabupaten Lamandau telah didasari oleh
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang mana
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Jabatan yang masih kosong dikarenakan masih kurangnya SDM vang ada di Kabupaten

Lamandau.

Melihat dari luasnya Kabupaten Lamandau dan penyebaran penduduk yang semakin pesat
maka keberadaan BPBD sangat dibutuhkan, jadi harus berbentuk badan. Bukan melekat
pada SPDK yang berbentuk UPTB. Dengan berbentuk badan maka mempermudah akses
jangkauan koordinasinya baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

()
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Untuk sekarang kinerja BPBD cukup maksimal dengan keterbatasan SDM vang ada.

Cukup maksimal sesuai dengan yang diamanatkan dalam pola PP 31 Tahun 2000 Namun
untuk jabatan strukturnva perlu disesuaikan dengan pemerintah provinsi schingga
mempermudah alur kordinasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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PEDOMAN WAWANCARA 11

Counter information
1. Narasumber 111 . Kabag Organisasi
2. Narasumbper IV . Kabag Hukum
Identitas:
a. Tingkat Pendidikan S
b. Jabatan/Pekerjaan . Kabag Hukum
c. Alamat - Nanga Bulik

1. Menurut Bapak apakah Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan rill
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?

2. Bagaimana tanggapan Bapak terkait beberapa jabatan di BPBD Kabupaten Lamandau

vang belum terisi ?

Menurut pendapat Bapak BPBD Kabupaten Lamandau dilihat dari beban kerja,

memang harus dibentuk berupa badan atau dibentuk berupa UPT yang melekat pada

SKPD terkait ?

(98]

5. Bagaimana pendapat bapak tentang organisasi dan tatakerja BPBD Kabupaten
Lamandau ?

JAWAB .

1. Sudah sesual, karena BPBD merupakan sebuah kerja vang tugas pokok dan fungsinva
dibidang kebencanaan BPBD di Kabupaten Lamandau sangat besar dalam rangka kesiap
slagaan bencana mengingat Kabupaten Lamandau merupakan daerah rawan bpencana

and eporaficnva terdint dari perhubitan
an Y ! I perpuiiian,

¥ e
v h
1o S IE i DYV poiGaida BRI S =2 nelan V s

hutan dan sungat.

2. Jabatan yang masth kosong supaya cepat diisi, karena setiap crganisasi yang personilnya
masih kurang dapat mengakibatkan lemahknya kualitas kerja organisasi tersebut.
Solitnya suatu organisasi apabila didukung dengan SDM vang memadai.

3. Melihat dari luasnya Kabupaten Lamandau dan penyebaran penduduk yang semakin pesat
maka keberadaan BPBD sangat dibutuhkan, jadi harus berbentuk badan. Bukan melekat
pada SPDK yang berbentuk UPTB. Dengan berbentuk badan maka mempermudah akses
jangkauan koordinasinya baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintzh provinst.
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Untuk sekarang kinerja BPBD cukup maksimal dengan keterbatasan SDM vang ada.
Cukup maksimal sesuat dengan yang diamanatkan dalam pola PP 31 Tahun 2000 Namun

untuk jabatan strukturnya perlu disesuaikan dengan pemerintah provinsi sehingga
mempermudah alur kordinasi
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PEDOMAN WAWANCARA I

Courniter Informatioii

1. Narasumber V : Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. Narasumber VI . Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan
Identitas:

a. Tingkat Pendidikan S

b. Jabatan/Pekerjaan - Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

¢. Alamat - Jalan Desa Bina Bhakti

1. Menurut Bapak apakah Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan rill

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?

Menurut pendapat Bapak BPBD Kabupaten Lamandau dilihat dari beban kerja,

memang harus dibentuk berupa badan atau dibentuk berupa UPT yang melekat pada

SKPD terkait ?

3. Bagaimana pendapat bapak tentang organisasi dan tatakerja BPBD Kabupaten
Lamandau ?

o

n
i mte

a P
ebakaran ditempatkan dibawah bidan

o

apakah sudah sesuai Pemadam
Kesiapsiagaan ?

Pencegahan dan

(4]

5. Menurut bapak permasalahan apa yang sering dihadapi pada pelaksanaan kegiatan ?
6. Masukan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten lLamandau ke
depannya ?

1. Menurut pendapat saya Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai, karena sudah sesuai
dengan ketentuan yang ada vaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
terkait tentang keberadaan Pemadam Kebakaran (Damkar) vang mana BPBD Kabupaten
Lamandau menginginkan dilaksanakan perubahan SOTK pada BPBD Kabupaten
Lamandau dengan memasukan fungs: dart Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Menindaklanjuti surat tersebut berdasarkan rapat tentang kelembagaan diprovinsi
Kalimantan Tengah di peroleh kesimpulan : Untuk penyusunan Organisasi Perangkat
Daerah harus sesuai dengan peraturan yang menaungi penyusunan  pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah tersebut dalam hal ini BPBD Kabupaten Lamandau, dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terdapat fungsi dart UPT
sehingga dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah tidak dapat dirubah.
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Untuk Fungsi Pemadam Kebakaran pada tahun 2011 telah dikosultasikan dengan Biro
AN o QY et TN L DY TS Y i ery e d ek ~imm i
Ulg'd[“b'dbl DCKIClarial acran rroviiisi Naiimaran Cl L_d 1 lCHL‘le l\CUUUU}\dH I’CllldUle
Kebakaran di Bawah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan dimasukan pada
Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok & Fungsi Badan
Penangguiangan Bencana Dacrah Kabupaien Lamandau dan dibunyikan pada pasal 18
yaitu :

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemadaman kebakaran,
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masvarakat.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan.

dan Kestapsiagaan mempunyai tungst :

a. Merumuskan kebijakan di bidang pemadaman kebakaran. pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat:

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemadaman kebakaran, pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat:

c. Melaksanakan hubungan l\erja denLan instanst atau lembaga terkait dalam pemadaman

masxaral\at

d. Melakukan pernantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan
pemadaman kebakaran, pencegahan. mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
pemberdayvaan masvarakat : dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

2
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maka keberadaan BPBD sangat dlbutuhl\an jadi harus berbentul\ badan Bul\an melekat
pada SPDK yang berbentuk UPTB. Dengan berbentuk badan maka mempermudah akses
jangkauan koordinasinya baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

3. Cukup maksimal sesuai dengan yang diamanatkan dalam pola PP 31 Tahun 2000 Namun

untuk jabatan strukturnya perlu disesuaikan dengan pemerintah provinsi sehingga
mempermudah alur kordinasi
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Apabila melihat dar jumlah SDM yang ada dan memperkecil peng gunaan anggaran maka

DAMKAR sudah sesuai berada dibawah bidang pencegahan dan iapsiagaan BPBD.
Namun apabila ingin memperluas jangkauan dan lebih pada system pola kerja vang
maksimal maka alangkah lebih baik DAMKAR dalam benutk UPTB.

- Secara organisasi tentunya permasalahan yang dihadapi adalah masih lemah dan
kurangnya SDM baik pada jabatan structural maupun jabatan fungsionalnya.

- Sarana dan prasarana yang mendukung masih kurang misainya mobilitas siaga
bencana, peralatan lain yang mendukung siaga bencana, masih kurangnya mobilitas
DAMKAR.

- Pengisian personil pada BPBD sesuai dengan kebutuhan vang diperlukan.

- Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

- Penambahan mobilitas untuk siaga bencana dan alat lain vang berhubungan dengan
bencana yang memadai termasuk DAMKAR.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas personil melalui diklat dan pelatihan.
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PEDOMAN WAWANCARA 111

Counier information

Narasumber V : Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Narasumber Vi . Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan

IN) =

Identitas:

a. Tingkat Pendidikan .S
b. Jabatan/Pekerjaan : Kasubbag Peraturan Perundang-undangan
c. Alamat - Jalan Desa Bina Bhakti

1. Menurut Bapak apakah Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan rill
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?

2. Menurut pendapat Bapak BPBD Kabupaten Lamandau dilihat dari beban kerja,
memang harus dibentuk berupa badan atau dibentuk berupa UPT yang melekat pada
SKPD terkait ?

3. Bagaimana pendapat bapak tentang organisasi dan tatakerja BPBD Kabupaten
Lamandau ?

4. Menurut Bapak Pemadam Kebskaran (damkar) pada BPRD Kabupaten Lamandauy,

apakah sudah sesuai Pemadam Kebakaran ditempat
Kesiapsiagaan 7

5. Menurut bapak permasalahan apa yang sering dihadapi pada pelaksanaan kegiatan ?

6. Masukan apa vang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke
depannya ?

can dibawah bidang Pencegahan dan

7—‘
7—‘

¢

JAWAB :

1. Sudah sesuai, karena BPBD merupakan sebuah kerja vang tugas pokok dan fungsinva
dibidang kebencanaan BPBD di Kabupaten Lamandau sangat besar dalam rangka kesiap
siagaan bencana mengingat Kabupaten Lamandau merupakan daerah rawan bencana
banjir, kebakaran dan longsor karena daerah vang geografisnva terdiri dari perbukitan,
hutan dan sungai.

2. Melihat dari luasnya Kabupaten Lamandau dan penvebaran penduduk yang semakin pesat
maka keberadaan BPBD sangat dibutuhkan, jadi harus berbentuk badan. Bukan melekat
pada SPDK yang berbentuk UPTB. Dengzan berbentuk badan maka mempermudah akses
jangkauan koordinasinya baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

3. Cukup maksimal sesuai dengan yang diamanatkan dalam pola PP 31 Tahun 2000 Namun

untuk jabatan strukturnya perlu disesuaikan dengan pemerintah provinsi sehingga
mempermudah alur kordinasi
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Apabila melihat dari jJumlah SDM yang ada dan memperkecil penggunaan anggaran maka

DAMKAR sudah sesuai berada dibawah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD.
Namun apabila ingin memperluas jangkauan dan lebih pada system pola kerja vang
maksimal maka alangkah lebih baik DAMKAR dalam benutk UPTB.

- Secara organisasi tentunya permasalahan vang dihadapi adalah masih lemah dan
kurangnya SDM baik pada jabatan structural maupun jabatan fungsionalnya.

Sarana dan prasarana yang mendukung masih kurang misainya mobilitas siaga
bencana, peralatan lain yang mendukung siaga bencana, masih kurangnya mobilitas
DAMKAR.

- Pengisian personil pada BPBD sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

- Penyediaan sarana dan prasarana yang memadar.

- Penambahan mobilitas untuk siaga bencana dan alat lain vang berhubungan dengan
bencana yang memadai termasuk DAMKAR.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas personil melalui diklat dan pelatihan.
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PEDOMAN WAWANCARA IV
Counter Information

1. Narasumber VII - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

2. Narasumber Viii . Bidang Kedaruratan dan Logisitk

3. Narasumber [X - Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Identitas:

a. Tingkat Pendidikan . Strata 1 (S-1)

b. Jabatan/Pekerjaan . Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi

c. Alamat . Jalan Sempalau Komplek Perkantoran Bukit Hibul
Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

1. Apakah pelaksanaan kegiatan BPBD pada bidang bapak sudah berjalan dengan baik ?

2. Pelatihan apasajakan vang sudah dilaksanakan pada bidang saudara ?

3. Menurut Bapak apakah kinerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah maksimal ?

4. Menurut Bapak program apasajakah yang harus dibuat oleh BPBD Kabupaten Lamandau

vang belum tercover pada kegiatan di BPBD ?

5. Menurut Bapak Pemadam Kebakaran (damkar) pada BPBD apakah sudah sesuai
ditempatkan dibawah bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ?

6. Menurut Bapak sudah idealkan Sumber Dava Manusia (SDM) pada BPBD Kabupaten
Lamandau ?

Analah cudah dilaksanakan ¢
Apakah 1 Q sanakan s

Sehaler il ds

osialisast tentang bencan ;

8. Pelatihan apa saja vang sudah dilaksanakan. untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di
BPBD Kabupaten Lamandau ?

9. Menurut Bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Lamandau ?

10. Masukan apa vang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke

depannya?
JAWAB :

1. Pelaksanaan kegiatan Bidang RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) sudah berjalan baik.

2. Sampai saat in1 untuk Bidang RR masih belum ada pelatihan vang dilaksanakan.

3. Belum maksimal. hal ini akibat dari kurangnya jumlah SDM vang terampil dan mengerti
benar akan tugasnya. Sarpras yang masih belum lengkap dan mendukung, jabatan-jabatan
yang masih kosong.

4. Yang belum tercover pada BPBD Kabupaten Lamandau kegiatannya : Pembangunan
workshop, Pelaksanaan Pelatihan Dala (Damage & losses assessment), pelatthan TRC,
Pengadaan Damkar Mini, pembangunan Gudang Logistitk dan Pelatihan/Demo

Penanganan Bencana Banjir dan Kebakaran,
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10.

Tidak, Tim Damkar dibuat dalam bentuk UPT.
Belum, dikarenakan SDM vang ada masth banyak vang tidak terampil daiam penggunaan

teknologi dan kurang pahamnya akan tupoksi masing-masing.
Sudah
Masih belum ada pelatthan yang dilaksanakasn sampal saat ini,

Kendala-kendala yang dihadapi BPBD Kabupaten Lamandau :

a.

b.
C.
d

SDM yang kurang terampil, cekatan

Jumlah SDM yang kurang

Sarpras yang masih belum memadai dan lengkap

Salahnva persepsi pihak eksekutif tentang kebencanaan, bahwa kebencanaan saat ini
berprinsip untuk meminimalkan kerusakan sebelum bencana terjadi.

Perhatian yang lebih serius terhadap penanggulangan bencana dan mengubah pola

ikar
LINAL

" vana tarhanonn caat in
rl J“llb LNLL/“AI'D“AI iy 1 .

Terjadinya Sarpras yang lengkap dan dalam kondisi baik serta terpelihara sehingga
tetap dalam kondisi siap pakai.

Jumlah SDM yang terampil, cerdas dan cekatan ditambah.

Segera mengisi jabatan-jabatan yang kosong saat ini.
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PEDOMAN WAWANCARA 1V
Counter Information

1. Narasumber VII . Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

2. WNarasumber Viil . Bidang Kedaruraian dan Logisiik

3. Narasumber [X - Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Identitas:

a. Tingkat Pendidikan oS-

b. Jabatan/Pekerjaan : Plt. Kasi Kesiapsiagaan

c. Alamat . Perum BTN Kujan

1. Apakah pelaksanaan kegiatan BPBD pada bidang bapak sudah berjalan dengan baik ?
2. Pelatihan apasajakan yvang sudah dilaksanakan pada bidang saudara ?

3. Menurut Bapak apakah kinerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah maksimal ?
4. Menurut Bapak program apasajakah yang harus dibuat oleh BPBD Kabupaten Lamandau

vang belum tercover pada kegiatan di BPBD ?
5. Menurut Bapak Pemadam Kebakaran (damkar) pada BPBD apakah sudah sesuai
ditempatkan dibawah bidang Pencegahan dan Kestapsiagaan ?

Menurut Ranak cudah ideallan SITMRER DAV A MANTICIA (SDNY
LYy iwtivtl QL L_JU}JH (Y RN Y] (AP YIS A Lsrax L o4 x Aviiar Y [ \\u Lve f

N DuUuULE tuv () it

o

ada BPRD
Kabupaten Lamandau ?

7. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang bencana alam di bidang saudara ?

8. Pelatihan apa saja vang sudah dilaksanakan. untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di
BPBD Kabupaten Lamandau ?

9. Menurut Bapak apa vang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Lamandau ?

10. Masukan apa vang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke
depannya?

AWAR :

Lok N AN O
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I. Narasumber VII . Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

2. Narasumber VIii . Bidang Kedaruraian dan Logisik

3. Narasumber [X . Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Identitas:

a. Tingkat Pendidikan NS

b. Jabatan/Pekerjaan . Bidang Kedaruratan dan Logistik

c. Alamat : Perum BTN Kujan

1. Apakah pelaksanaan kegiatan BPBD pada bidang bapak sudah berjalan dengan baik ?

2. Pelatihan apasajakan yang sudah dilaksanakan pada bidang saudara ?

3. Menurut Bapak apakah kinerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah maksimal ?

4. Menurut Bapak program apasajakah vang harus dibuat oleh BPBD Kabupaten Lamandau
vang belum tercover pada kegiatan di BPBD ?

5. Menurut Bapak Pemadam Kebakaran (damkar) pada BPBD apakah sudah sesuai
ditempatkan dibawah bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ?

6. Menurut Bapek sudah idealkon SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  pada BPRD
Kabupaten Lamandau ?

7. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang bencana alam di bidang saudara ?

8. Pelatihan apa saja vang sudah dilaksanakan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di
BPBD Kabupaten Lamandau ?

9. Menurut Bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Lamandau ?

10. Masukan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke
depannya?

JAWAR :

1. Sudah berjalan dengan baik

2. - Diklatsar Pemadam Kebakaran di UPT Damkar DKI Jakarta
- Diklat manajemen PB
- Simulasi operasional peralatan PB

3. Sudah cukup maksimal, karena walauupn keterbatasan personel BPBD Lamandau
kinerjanya sudah cukup baik terbukti responsive dalam menghadapi PB.

4. - Penyusunan Peta Rawan Bencana
- Penyusunan Rekontijensi Banjir
- Penyusunan Rekontigensi Kebakaran

5. Belum. Damkar BPBD sebaiknya dibuat UPT atau bidang tersendiri, agar kinerjanya
lebih efektif dan efisien.

6. Belum. Masih terbatas.
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7. Sudah pada tahun 2013 di PT. Pilar dan pada tahun 2014 1ni direncanakan di PT. SMUL
8. Pelatthan PRB (Pengurangan Resiko Bencana)

9. Keuangan Daerah (APBD) vang minim.

10. - Perlu peningkatan kreatifitas SDM melalui Diklat dan Bintek

A I A TYTHYT™ o4 ] THITYR AT Y-t Rt Al N 1 1 17, 1 1v -
- Aﬂgg'dl"dl’l ArbL) Uuilluk Dpriviby l\'d.L)Llp'dlCll Ldlnditddu pCHU Altditiodil  SeSudi
kebutuhan.
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PEDOMAN WAWANCARA V
(Counter Information)
Narasumber X : Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
idenuiias
a. Tingkat Pendidikan : SMU
b. Jabatan/ Pekerjaan . Pelaksana pada Perencanaan dan Pengendalian Program
c. Alamat . JI. Sempalau Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga

Bulik Kabupaten Lamandau
Pertanyaan :
1. Bagaimanakah pelaksanaan perencanaan kegiatan pada BPBD Kabupaten Lamandau ?
Menurut Saudara apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan fungsinya ?

W

™TAMNY a nge
mengacu pada perencanaan p

4. Menurut Saudara apa yang menjadi kendala
Bencana di Kabupaten Lamandau ?

5. Masukkan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke
depannya ?

6. Bagaimanakan hubungan kerjasama dengan SKPD lain dalam melaksanakan kerjasama
dalam penanggulangan bencana?

(o)

alam pelaksanaan Penanggulangan

Jawaban :

1. - Untuk pe ! um

begitu berjalan dengan lancar, masih banyak kekurangan dalam penvusunan dan
perumusan kegiatan-kegiatan vang akan diaksanakan karena belum ada Kasubbag
Perencanaan dan Pengendalian Program.

- Fasilitas vang belum memadai dan sdm vang masih kurang dibagian perencanaan,
bagian perencanaan mencoba dalam penyusunan kegiatan-kegiatan vang akan
dilaksanakan kedepannya dengan apa adanya.

2. - Untuk pelaksanaan kegiatan vang ada di BPBD sudah sesuai dengan apa vang
diusulkan oleh Bidang-Bidang dan Bagian Sekretaniat, semuanyva itu sudah tertuang
didalam Renja, RKA dan DPA BPRD Kabupaten Lamandau.

(RIS E2S S S URAN FA AL Way GRS Yol

L2
'

Untuk kinerja di BPBD belum begitu berjalan maksimal, masih banyak kekurangan
didalamnya. Untuk mengacu pada perencanaan sudah maksimal walaupun secara
bertahap, kerena perencanaan yang sudah dibuat merupakan dasar pelaksanaan
kegiatan-kegiatan vang akan dikerjakan kedepannya.
4. - Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dilapangan dalam penanganan/
penanggulangan bencana.
- Masih kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan administrasi pada BPBD.
- Minimnya pengetahuan tentang penanggulangan bencana.

- Masih kuranenya diklat teknis pada bidang-bidang tertenty

s Gl Yo LaniaL WA O swashaiiia (R RS9 1e33 94

personel pada Damkar.
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- Perlunya penambahan personel dan damkar.

- Perlunya penambahan PNS dan tenaga administrasi lainnva untuk memperlancar
pelaksanaan kegiatan yang ada di BPBD Kabupaten Lamandau.

- Perlunya penambahan sarana dan prasarana damkar.

- Periunya penambahan sarand dan prasarana penunjang pada kanior BPBD Kabupaicen
Lamandau.

- Perlunya penambahan operator komputer disetiap bidang-bidang dan bagian
sekretanat.

BPBD Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan

bencana juga berkoordinasi dengan SKPD yang berkaitan dengan bencana yang terjadi

misalkan Bencana banjir Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Lamandau memberikan bantuan berupa bantuan makanan kepada masyarakat.
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PEDOMAN WAWANCARA VI
Counter Information

Narasumbver Xi . Sub Bagian Utniun, Kepegawaian dan Perienghapan
Identitas

a. Tingkat Pendidikan : SMK

b. Jabatan/Pekerjaan - Pelaksana pada Bagian Kepegawaian

¢. Alamat :Jl. Sempalau Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada BPBD  Kabupaten

T amandan ?
amangau

o

Menurut Saudara apakah penempatan PNS sudah sesuai dengan bidang kerjanya ?

3. Menurut saudara struktur organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah
sesual dengan yang dibutuhkan ?

4. Bagaimana tanggapan saudara terkait masalah kekosongan jabatan didalam BPBD
Kabupaten Lamandau ?

5. Menurut Saudara apa vang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Lamandau ?

6. Masukan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke

annya ?
JAWARB :
1. Untuk pelaksanaan kepegawaian di BPBD Kabupaten Lamandau berjalan cukup baik dan

lancar sesuai prosedur dan peraturan-peraturan vang berlaku dengan keadaan pegawai
pada BPBD Kabupaten Lamandau sebanyak 21 Orang.

[R]

Ya sudah sesuai, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun

2011 tentang Organisast dan Tata Kerja BRadan Penanggulagan Bencana Daerah

Kabupaten Lamandau.

3. a  Untuk struktur organisasi dalam hal ini yang menduduki jabatan belum sesuai, karena
masih banyak jabatan vang kosong yang belum terisi, disebabkan terbatasnva
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sesuai
ketentuan yang berlaku.

b. Untuk Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah sesuai.

4. a. Akibatnya Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang oktimal baik secara administrasi

abatan yang koseng.

1%
s
IR
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b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau untuk mencapai yang
tepat, jabatan vang kosong pekerjaannva dihendel oleh pegawai / staf yang berada
pada bidang atau sub.bagian tersebut.

5. Adapun kendala yang dihadapi sebagat berikui .

a. Masth Terdapat 9 (Sembilan) jabatan struktur kosong vang belum terisi antari lain 1
(Satu) Sekretaris, 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian dan 4 (Empat) Kepala seksi dengan
rincian sebagai berikut:

— Sekretaris ;

— Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

— Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Program;
— Subbag Keuangan;

— Subbag Umum,Kepegawaian dan Perlengkapan

—~ Seksi Pencegahan

— Seksi Kesiapsiagaan

- Seksi Kedaruratan

— Seksi Rekontruksi

b. Terdapat 3 (tiga) pejabat struktural yang belum mengikuti diklat penjenjangan terdiri
dari Diklat Pim IIT dan Diklat Pim IV

¢. Kurangnya profesionalnya tenaga dalam pengolahan administrasi kepegawaian,
keuangan, perencanaan dan penenggulangan bencana

d. Masih kurangnva tenaga pelaksana pada setiap bidang maupun sub bagian
e. Kurangnyva informasi yang tersedia
f.  Kurangnva koordinast dengan instansi vang terkait

<

Terbatasnva sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional

¥

6. Masukan yang perlu untuk kemajuan BPBD adalah :

a. Mengajukan surat permohonan pengisian formasi kepada Bupati Lamandau Up.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau

b. Mengajukan surat kepada Bupati Lamandau Up. Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau agar mengalokasikan dana sesuai
dengan jumlah PNS vang akan mengikuti Diklat Pirn dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun.

c. Mengoptimalkan tenaga-tenaga yang ada serta mengupayakan kerjasama dan
partisifasi dari instanst SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

d. Mengupayakan pengiriman tenaga untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuali
bidang yang dibutuhkan.

e. Mengalokasikan dana dalam DPA BPBD Kabupaten Lamandau untuk memenuhi
sarana dan prasarana penunjang kinerja yang masih belum tersedia

f.  Mengoptimalkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan baik.
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PEDOMAN WAWANCARA VII
Counter Information
Narasumber XII . Masyarakat
Identitas
a. Tingkat Pendidikan oS-l
b. Jabatan/Pekerjaan © Swasta
¢. Alamat :JI. Gaharu, Nanga Bulik Kabupaten .amandau
1. Apakah saudara mengetahui tentang BPBD Kabupaten Lamandau ?
2. Apakah yang anda ketahui mengenai BPBD Kabupaten Lamandau?
3. Apakah saudara merasa BPBD Kabupaten Lamandau diperlukan ?
4. Apakah harapan saudara dengan adanya BPBD di Kabupaten Lamandau?
JAWARB :
1. Ya
2. BPBD adalah Instansi pemerintah yang membidangi masalah kebencanaan dan
sgjenisnva.

2

Ya sangat diperlukan karena membidangi masalah bencana sehingga untuk mengatas:
masalah bencana dapat segera diatasi.

L1 A (ar "\Q‘I’\C')Y\Q.."\Dh{‘aﬂq ancy
1. 4 gWt UhiivunsTU v diian Y aa o
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PEDOMAN WAWANCARA VII
Counter Information
Narasumber XIII : Masyarakat
Identitas
a. Tingkat Pendidikan oS-l
b. Jabatan/Pekerjaan . PNS
c. Alamat :JI. Perumahan Bukit Hibul, Nanga Bulik Kab. LLamandau
1. Apakah saudara mengetahui tentang BPBD Kabupaten Lamandau ?
2. Apakah yang anda ketahui mengenai BPBD Kabupaten Lamandau?
3. Apakah saudara merasa BPBD Kabupaten Lamandau diperlukan ?
4  Apakah har ud

W =

denoan adanva RPRD 4v V')bnnrxh:nn | ornondon')
U\JAID“‘ “\‘MLAJ“ ASE L4/ NAR A4 Nl AL LAA RS “A .,

£
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L3ipanaia uan

JAWARB :

Ya, saya mengetahui tentang BPBD Kabupaten Lamandau.

BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

BPBD Kabupaten Lamandau sangat diperlukan karena BPBD bukan hanya mengatasi
masalah bencana tetapi BPBD juga melaksanakan kegiatan pencegahan bencana.

Agar terdapat pencegahan dan sosialisast tentang kebencanaan yang ada di Kabupaten

Griidialau
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